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Nama : Suharsoyo
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kompetensi Lembaga Pencatatan Perkawinan Dalam Hal

Penolakan Pencatatan Pada Perkawinan Campuran Antar Agama.

Kehidupan perkawinan merupakan hak asasi manusia yang bersifat kodrati dan paling 
mendasar. Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadipun 
semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan adalah dengan terjadinya 
perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat yaitu 
mengenai perkawinan campuran antara pasangan yang memiliki agama dan 
kepercayaan yang berbeda. Permasalahan muncul manakala instansi pencatatan 
perkawinan menolak untuk mencatat perkawinan yang dilangsungkan dengan beda 
agama sehingga menimbulkan banyak persepsi dalam masyarakat instansi manakah 
yang berwenang dalam pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis guna memahami korelasi sosial yang 
terlibat dalam suatu perkawinan campuran beda agama dan keyakinan dengan cara 
pengamatan dan wawancara mendalam kepada Pegawai Pencatat Nikah, seorang 
Kepala Kantor urusan Agama, Kepala Kantor Catatan Sipil, seorang notaris dan pihak- 
pihak lainnya yang terkait pada instansi Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan 
Sipil di wilayah kerja Bekasi. Kantor Urusan Agama Kota Bekasi menolak untuk 
melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama karena Kantor Urusan Agama 
hanya dapat melangsungkan dan mencatat perkawinan bagi mereka yang beragama 
Islam dan untuk mereka yang beragama selain Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil. 
Kantor Catatan Sipil pada dasarnya tidak menyetujui untuk melakukan pencatatan 
perkawinan beda agama dengan alasan bahwa pernikahan beda agama tidak 
dibenarkan oleh hukum positif di Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang 
Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut 
Perundang-undangan yang berlaku, Undang-undang Administrasi Kependudukan pada 
Pasal 35 memberikan kewenangan pada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat 
perkawinan beda agama dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Penetapan dari 
Pengadilan Negeri setempat yang memerintahkan pada Kantor Catatan Sipil untuk 
mencatat perkawinan beda agama tersebut. Dengan ini belum adanya suatu 
kewenangan secara khusus yang diberikan kepada Kantor Catatan Sipil agar dapat 
mencatat perkawinan beda agama sehingga perlu adanya pengaturan secara tegas 
mengenai instansi yang berwenang secara khusus untuk melakukan pencatatan 
perkawinan beda agama dalam suatu peraturan Perundang-undangan.
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Nam e : Suharsoyo
Program m e : M aster O f Natary Programme
Title : The Com petency O f M arriage Registration Institution Inrefusing

Interreligious M arriage Registration.

Life o f  m arriage represent the most elementary and naturally character o f  human 
rights. A long with the expanding o f  the society, problem s occure progressively 
com plex. Related to marriage, the happening o f  assum ed m arriage problem atically in 
societal life that is hitting marriage o f  mixture couple ow ning different trust and 
religion. Problem s emerge when the marriage registration institution refuse to note 
passed o ff  m arriage with religion difference causing problem s to the society which 
institutions in charge in record keeping o f interreligious m arriage. This research use 
approach o f  sociologycaily yuridis utilize to com prehend social correlation in 
concerned o f  interreligious marriage by circumstantial depth interview and perception 
to M arriage Registration Officer, C hief o f  Religion business O fficer, C h ie f o f  Note 
C ivil, a notary and related other partys Office Business Religion institution and Office 
Note Civil in region work o f  Bekasi. Office Business Religion Town o f  Bekasi refuse 
to record-keeping to interreligious marriage because O ffice Business Religion can 
only pass o ff  and note marriage for the man who believe in Islam and for them  which 
believe in besides Islam noted by in Office N ote C ivil. O ffice N ote Civil basically 
frown on to record-keeping o f  interreligious m arriage with reason o f  that nuptials o f  
religion difference were not be agreed by positive law in Indonesia. As according to 
M arriage regulation expressing that each, every m arriage have to be noted according 
to Legislation going into effect, the regulation o f  Civilian A dm inistration at Section 35 
giving the authority to Office Note Civil to note the intereligious m arriage beforehand 
get Letter S tipulating o f  local District Court which com m and to the Office Note Civil 
to note interreligious marriage. Herewith there is no authority peculiarly passed to 
O ffice N ote Civil can note interreligious marriage so that need the existence o f  
arrangem ent expressly ] institution in charge peculiarly to conduct record keeping o f  
interreligious m arriage in a law and regulation.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara dengan 

masyarakat yang pluralistik dengan beraneka ragam suku 

bangsa dan agama. Dalam kondisi keberagaman seperti 

ini, dapat saja terjadi interaksi sosial di antara 

kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda sistem sosial 

dan budayanya yang kemudian berlanjut pada hubungan 

perikatan melalui perkawinan. Perkawinan merupakan 

peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan 

hidup bersama dalam ikatan keluarga, kemudian 

melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi 

pembentukan bangsa dan negara.

Kehidupan perkawinan merupakan hak asasi yang 

bersifat kodrati dan paling mendasar. Dengan adanya 

perkawinan antara dua manusia yang berbeda latar 

belakang kebudayaan dan suku bangsa maka akan menjadi 

nilai lebih bagi keanekaragaman dalam khasanah nilai 

sosial budaya yang ada di masyarakat, dikarenakan 

perkawinan adalah landasan dasar terbentuknya suatu
j
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komunitas masyarakat yang terdiri dari k u m p u l a n  

individu yang berkelompok-kelompok dalam suatu i k a t a n  

yang dinamakan sebagai keluarga. Hak berkeluarga a d a l a h  

hak manusia untuk membangun dan mempertahankan j e n i s #  

suatu hak yang dimilikinya menurut kodrat alam a t a u  

hukum kodrat (natuurrecht) , dan satu hak yang d i a k u i

oleh agama-agama yang ada 'sekarang ini. P e r k a w i n a n  

mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam k e h i d u p a n  

manusia, selain untuk memenuhi kebutuhan hasrat i n g i n  

dicintai, juga dalam hal kebutuhan biologis, y a i t u

untuk melanjutkan keturunan dengan memperoleh anak d a r i  

perkawinan tersebut. Mengingat pentingnya peranan h i d u p  

bersama dalam suatu perkawinan, pengaturan m e n g e n a i  

perkawinan memang harus dilakukan oleh negara, y a n g  

dalam hal ini, negara berperan untuk m e n g e s a h k a n  

hubungan hukum antara seorang pria dan wanita .1

Arti dan tujuan perkawinan ditegaskan d a l a m  

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 T e n t a n g  

Perkawinan, yaitu :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin a n t a r a
seorang pria dengan seorang wanita sebagai s u a m i
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

1 Kuntjoro Purbopranoto. Hak-hak Azasi Manusia dan 
Pancasila, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 137.
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tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan 
Yang Maha Esa.2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa 

untuk sahnya perkawinan antara lain adalah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya serta perkawinan tersebut dicatat menurut 

perundang-undangan yang berlaku. Prof. Hazairin 

menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan 

untuk kawin dengan melanggar hukum-hukum agamanya 

sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, Hindu, atau 

Budha. Pada dasarnya setiap agama menganjurkan kepada 

penganutnya untuk memilih pasangan hidupnya dengan yang 

seiman. Tetapi hal tersebut tidak dapat begitu saja 

diterapkan di masyarakat dikarenakan banyaknya faktor- 

faktor yang mempengaruhi, antara lain adalah kecocokan 

pada pasangan, ekonomi, maupun sosial dan budaya daerah 

setempat. Fenomena yang terjadi akhirnya adalah banyak 

perkawinan dilangsungkan dengan perbedaan agama dan 

keyakinan dari masing-masing pihak.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata» diterjemahkan oleh 
R. Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
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Fenomena perkawinan beda agama tidak dapat 

dipungkiri sudah banyak terjadi dan diperlukan suatu 

peraturan hukum yang dapat melapisi keabsahan dari 

perkawinan beda agama ini. Alasan yang mendasari adalah 

apabila suatu perkawinan dilangsungkan menurut Undang- 

undang Negara saja tanpa memperhatikan ketentuan agama 

yang dianut seperti termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. 

Begitu juga sebaliknya bila perkawinan dilangsungkan 

tanpa memperhatikan aspek formal dari segi 

administratifnya yaitu pencatatan perkawinan maka 

perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah. Perkawinan 

berbeda agama adalah merupakan kenyataan sosial dan 

kenyataan hukum yang harus diselesaikan secara 

konsepsional hukum dengan kebijaksanaan hukum. Dan di 

Indonesia perkawinan campuran ini menjadi suatu masalah 

hukum yang bersifat materiil juga dalam kewenangan 

administrasi dimana setiap perkawinan yang 

dilangsungkan di Indonesia wajib untuk dicatat pada 

lembaga pencatat Perkawinan agar mendapatkan keabsahan 

dalam hukum. Mengenai pencatatan perkawinan dalam pasal

2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur
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lebih lanjut dalam pelaksanaannya dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana pencatatan itu 

dilakukan oleh dua instansi yang berwenang untuk itu, 

yakni :3

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Rujuk bagi mereka yang 

beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Undang- 

undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 

Tahun 1954,

2. Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang bukan beragama 

Islam.

Kenyataan seperti ini akhirnya menimbulkan 

masalah yang pelik baik dari segi teoritis maupun 

praktis. Kesulitan secara teoritis disini adalah karena 

kita tidak menemukan suatu peraturan hukum yang 

bersifat khusus mengatur mengenai perkawinan antar 

agama. Sedangkan kesulitan praktis adalah di satu pihak 

Undang-undang Perkawinan mengakui eksistensi hukum 

agama sebagai dasar untuk menentukan keabsahan suatu 

perkawinan dan dilain pihak ada agama yang melarang 

perkawinan antar agama, ditambah lagi adalah pencatat 

perkawinan yang manakah yang akan berwenang untuk 

mencatat perkawinan antar agama tersebut, mengingat

3 O.S. Eoh, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2001), hal.142.
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bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya terdapat d ua 

instansi yang berhak untuk mencatat perkawinan yang 

dilangsungkan di Indonesia, yaitu Pegawai Pencatat 

Nikah, Talak, Rujuk bagi mereka yang beragama Islam d a n  

Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang bukan beragama 

Islam.A

Bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia 

yang dilindungi oleh negara dan bahkan dunia, termaktub 

dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan 

diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor

11 Tahun 2005. Dimana dalam Pasal 16 Deklarasi 

Universal tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa 

pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh 

kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama berhak untuk 

menikah dan membentuk keluarga. Pelaksanaan hak ini 

dilakukan dengan tanpa pengecualian apapun, termasuk 

berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, 

bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, 

kebangsaan atau kemsyarakatan, hak milik, kelahiran 

ataupun kependudukan. Dengan kata lain, perkawinan

4 Ibid, hal. 10.
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merupakan hak asasi yang paling mendasar, yang tidak 

dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara.

Atas dasar pertimbangan Hak Asasi Manusia 

inilah, harus dicari jalan keluar yang dapat 

mengakomodir kepentingan para pihak, antara supremasi 

Hak Asasi Manusia dan aparatur negara itu sendiri. Pada 

tanggal 29 Desember 2006 disahkan Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang 

diharapkan dapat menghilangkan sifat diskriminatif 

dalam hal pelayanan yang bersifat administratif 

kependudukan kepada seluruh warga Negara Indonesia 

khususnya pelayanan pencatatan mengenai perkawinan. 

Yang mana dalam penerapannya dilapangan masih banyak 

terdapat kendala baik dari sisi materiil Undang- 

undangnya maupun dalam hal pelaksanaan undang-undang.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka
i

penulis mencoba untuk menyusun tesis dengan judul : 

KOMPETENSI LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HAL 

PENOLAKAN PENCATATAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR 
AGAMA
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B . Pokok Permasalahan

1. Bagaimana dan siapakah yang berwenang untuk melakukan 

pencatatan terhadap perkawinan yang dilangsungkan 

dengan perbedaan agama dan kepercayaan dari masing- 

masing pihak setelah diterbitkannya Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan?

2. Apakah Lembaga Pencatat Perkawinan dalam hal ini

Kantor Urusan Agama berwenang melakukan penolakan 

pencatatan terhadap suatu perkawinan antar agama 

ditinjau dari Undang-undang Administrasi

Kependudukan?

C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis disini membahas 

mengenai asas-asas hukum perkawinan yang digunakan di 

Indonesia dengan memperhatikan Undang-undang Perkawinan 

maupun Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan 

asas-asas perkawinan. Sedangkan pendekatan sosiologis 

dimaksudkan untuk memahami korelasi sosial yang 

terlibat dalam suatu perkawinan campuran beda agama dan
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keyakinan yang akan mengkaji dua sisi sosial antara 

pihak Pegawai Pencatat Nikah dengan pihak yang 

melangsungkan perkawinan campuran beda agama tersebut. 

Penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data 

primer (primary sovrces) yakni bahan-bahan hukum yang 

mengikat. Sumber primer didapat dari hasil pengamatan 

dan wawancara, sedangkan sumber sekunder (secondary 

sources) yakni bahan-bahan pustaka yang berisi mengenai 

bahan primer.5

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara 

pengamatan dan wawancara mendalam {depth interview) , 

yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan- 

pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih banyak 

kemungkinan dengan adanya variasi-variasi pertanyaan 

sesuai dengan situasi dan kondisi dalam wawancara 

dengan tujuan untuk mendapatan informasi, perasaan, 

sikap, kecenderungan, kepercayaan, keluhan maupun 

kritikan terhadap masalah pencatatan perkawinan beda 

agama di instansi terkait6.

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum 
Noimatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1985), 
hal. 34.

6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan 
Ketiga, (Jakarta: UI Pres-3, 1986), hal. 235.
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Adapun wawancara akan diajukan kepada seorang Pegawai 

Pencatat Nikah, seorang Kepala Kantor urusan Agama, 

Kepala Kantor Catatan Sipil, dan pihak-pihak lainnya 

yang terkait pada instansi Kantor Urusan Agama

Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Pinang Ranti, 

Kecamatan Pekayon, Kecamatan Kran j i dan Kantor Catatan 

Sipil di wilayah kerja Bekasi. Pengumpulan data 

sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan 

mengumpulkan data-data dari kepustakaan baik berupa 

undang-undang, buku-buku, makalah pertemuan ilmiah, 

laporan penelitian, majalah, skripsi, tesis, dan

disertasi yang berkaitan dengan masalah kompetensi

Lembaga Pencatatan Perkawinan dalam hal penolakan

pencatatan pada perkawinan campuran antar agama. Metode 

analisa yang digunakan adalah metode deskriptif

analitis yaitu pengolahan data dengan pendekatan

normatif, yaitu dengan cara menelaah hubungan hukum 

antara hukum dan gejala sosial secara kronologis yang 

meliputi hal-hal yang telah terjadi dan akibatnya pada 

masa kini.
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D. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibuat dalam beberapa bab, agar

dapat melihat hubungan yang jelas maka disusun

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Memberikan gambaran yang melatarbelakangi

pentingnya suatu pencatatan terhadap sebuah

perkawinan, perumusan masalah, metode 

penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II ; Pengertian perkawinan, sahnya perkawinan,

pencegahan dan pembatalan perkawinan, 

pengertian perkawinan campuran antar agama, 

pandangan hukum agama tentang perkawinan 

campuran, lembaga pencatat nikah, Undang- 

undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 

Tahun 2006.

BAB III : Dalam Bab ini merupakan penjelasan dari

permasalahan yang diangkat mengenai 

Kewenangan lembaga pencatat nikah dalam hal 

Pencatatan dan penolakan pencatatan 

perkawinan antar agama setelah terbitnya

Undang-undang Administrasi Kependudukan, 

pengadaan Perjanjian Kawin pada saat

perkawinan dilangsungkan.
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Memberikan kesimpulan dan saran dari

penulis mengenai rumusan masalah yang 

diangkat.
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BAB II
KOMPETENSI LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HAL 
PENOLAKAN PENCATATAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR

AGAMA

A. Pengertian Perkawinan
Perkataan perkawinan berasal dari kata "kawin" 

yang irerupakan terjemahan dari Bahasa Arab, yaitu 

"nikah", Disamping kata nikah dalam Bahasa Arab, lazim 

juga dipergunakan kata Ziwaaj untuk maksud yang sama.7

Nikah menurut bahasa mempunyai 2 (dua) arti, 

yaitu arti yang sebenarnya dan arti kiasan. Arti yang 

sebenarnya nikah, yaitu dham yang berarti menghimpit, 

menindih,- atau berkumpul. Sedang arti kiasan ialah 

watha, yang artinya' setubuh atau aqad yang artinya 

mengadakan perjanjian perikatan. Dalam pemakaian 

sehari-hari, nikah dalam arti kiasan lebih banyak 

dipakai daripada nikah dalam arti sebenarnya. Apabila 

ditinjau dari kepastian hukumnya, maka nikah

7 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi 
Agama/IAIN Jakarta. Ilmu Fiqh. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985), hal.
48.
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digolongkan dalam arti setubuh, seperti dalam Surat An- 

Nur (24) ayat 32 dan Surat Al-Baqarah ayat 221.

Pengertian perkawinan secara definitif termaktufc 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

perkawinan, disebutkan bahwa pengertian perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga {rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 26, 

memandang perkawinan hanya dari sudut hubungannya 

dengan hukum perdata saja, yaitu suatu hubungan hukum 

antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup 

bersama, kekal, yang diakui oleh negara. 0 Perkawinan 

merupakan suatu hidup bersama dari seorang laki-laki 

dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang 

termasuk dalam peraturan tersebut dan hanya ditinjau 

sebagai suatu lembaga hukum dan tidak bergantung pada 

pandangan-pandangan keagamaan calon suami istri. 9

8 R. Soetojo Prawirohaaidjojo dan Asia Safio«din. Hukua 
Orang Dan Keluarga. {Bandung: Alurani, 1906), hal.13.

9 R. Wirjono Prodjod-koro. Hukurr Perkawinan Di 
Indonesia. (Jakarta: Sumur Bandung. 1901), hal. 1.
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Pengertian perkawinan menurut agama-agama yang 

diakui di Indonesia, antara lain:10

1. Menurut Agama Islam

Ahli Hukum Islam, Mutaakh Khirin seperti yang 

ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah, bahwa nikah atau 

Ziwaj ialah Aqad yang memberikan faedah hukum 

kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami- 

istri) antara pria dan wanita dan mengadakan

tolong-menolong dan memberi batas hak bagi

pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing- 

masingnya .11

2. Perkawinan menuru,t Agama Hindu

Istilah perkawinan dalam agama hindu dikenal dengan 

"Wiwaha", secara khusus dalam Kitab Agama Hindu 

dikenal dengan nama "Manawa Darma Satwa", yang mana 

kitab tersebut sama kedudukannya dengan Weda yang 

kedudukannya sebagai sumber hukum yang mengatur

hubungan antar manusia. Disebutkan dalam kitab 

tersebut, perkawinan adalah perintah atau hukum

10 Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit A u l a w i .Hukum Perkawinan 
Di Indonesia. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 29.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi 
Agama/IAIN Jakarta. Ilmu Fiqh. Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985), hal.
49.
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yang harus dipenuhi orang tua si anak itu yang

berkewajiban mengawinkan anak perempuannya ada 

umurnya dan tujuan pernikahan adalah untuk menolong 

membebaskan arwah nenek moyang atau orang tuanya

dari kawah neraka yang disebut "Put".

3. Perkawinan menurut Agama Budha

Perkawinan menurut Agama Budha ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri yang berlandaskan kepada cinta 

kasih (metta), kasih sayang ikaruna), dan rasa 

sepenanggungan {rumah tangga) yang bahagia yang 

diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha, para Bodisatwa- 

Mahasatwa.

4. Perkawinan menurut Agama Kristen dan Katolik

Perkawinan menurut Agama Kristen dan Katolik adalah

secara doktriner, dan untuk ini diambil dari dua 

pedoman, yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Kitab 

Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, perkawinan 

diartikan sebagai gambaran dan tiruan dari 

bimbingan Tuhan. Sedangkan dalam Pecjanjian Baru, 

perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan cinta 

kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan
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dan mewujudkan hubungan cinta Kristus dengan

Gerejanya.

B. Syarat-syarat Perkawinan
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- 

undang nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan dianggap sah 

apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaannya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang 

dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan 

keperayaannya itu termasuk ketentuan Undang-undang yang 

berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu 

sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain 

dalam Undang-undang ini.

Syarat-syarat sahnya perkawinan dapat 

dibedakan menjadi syarat materiel dan syarat formil. 

Syarat materiel ialah syarat yang mengena: atau

berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan 

melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil 

adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara
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pelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului 

maupun syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan.12

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal

2 ayat (1) tersebut, maka bagi Warga Negara Indonesia

yang beragama Islam apabila hendak melakukan perkawinan 

dan diakui sah, pelaksanaan perkawinan tersebut harus 

memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Hukum 

Perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang 

beragama selain Islam, maka hukum agama mereka masing- 

masing yang mentukan sahnya suatu perkawinan tersebut.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 

sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, yang pada pokoknya adalah sebagai 

berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.

2. Adanya izin orang tua atau wali bagi ,calon mempelai

yang belum berumur 21 tahun.

3. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan 

mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.

12 Prof.Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum 
Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia, (Jakarta: FH-UI, 2004),
hal.21.
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4. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah 

atau keluarga yang dilarang untuk mengadakan 

perkawinan.

5. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.

6 . Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau 

istri yang sama yang hendak dikawini.

7. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi 

sebelum lewat waktu tunggu (iddah)

Terdapat pengecualian dalam pemenuhan syarat- 

syarat mengadakan perkawinan untuk mereka yang karena 

statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk 

mengadakan perkawinan, seorang Pegawai Negeri Sipil 

diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai 

Negeri Sipil. Dalam Surat Edaran BAKN No.08/SE/1983 

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai 

Negeri Sipil, pada bagian umum sub a ditetapkan bahwa 

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi 

Negara dan Abdi Masyarakat harus menjadi teladan yang 

baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan 

ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang 

demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus
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ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, 

sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan 

tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah- 

masalah dalam keluarga.

Sedangkan untuk anggota Tentara Nasional

Indonesia (TNI) diberlakukan Keputusan Menhankam/Pangab 

No . Kep/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan,

Perceraian, dan Rujuk Anggota Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ABRI) . Dalam Keputusan 

Menhankam/Pangab tersebut disebutkan bahwa pada asasnya 

seorang anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

pria atau wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang 

suami atau istri. Bahwa pelanggaran atau pengabaian 

terhadap ketentuan ini dienggap sebagai pelanggaran 

disiplin militer dan diancam dengan tindakan

administratif dan atau hukuman disiplin militer.

C . Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan

Bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, 

calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat dan 

prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan 

dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi
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syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13 

Undang-undang tentang Perkawinan).

Tidak semua orang dapat melakukan suatu 

pencegahan perkawinan (stuiten des huwelijk), dalam 

Undang-undang Perkawinan termaktub dalam Pasal 14 

sampai dengan Pasal 16 orang-orang yang dapat melakukan 

pencegahan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah 

dari salah seorang calon mempelai.

2. Saudara dari salah seorang calon mempelai.

3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai.

4. Wali dari salah seorang calon mempelai.

5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai.

6 . Pihak-pihak yang berkepentingan.

7. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai.

8 . Pejabat yang ditunjuk.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada 

Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan 

dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai 

Pencatat Perkawinan. Pegawai Pencatat Perkawinan 

selanjutnya harus memberitahukan mengenai permohonan 

pencegahan perkawinan tersebut kepada calon mempelai.
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Apabila pegawai pencatat perkawinan

berpendapat bahwa terhadap suatu perkawinan yang akan 

dilangsungkan ternyata ada larangan menurut Undang- 

undang, maka pegawai tersebut akan menolak untuk 

melangsungkan perkawinan itu. Penolakan terhadap 

permintaan dilangsungkannya suatu perkawinan, oleh 

pegawai pencatat perkawinan akan diberikan surat 

keterangan disertai dengan alasan-alasan penolakannya. 

Dan para pihak yang permohonannya ditolak berhak 

mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah 

dimana Pegawai Pencatat Perkawinan yang melakukan 

penolakan itu berkedudukan untuk memberi keputusan, 

dengan menyerahkan surat penolakan tersebut.

Pengadilan akan memeriksa perkara yang

diajukan dengan cara singkat (kort geding) dan akan 

memberi keputusan, apakah akan menguatkan penolakannya 

atau memerintahkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan 

yang bersangkutan agar melangsungkan perkawinan

tersebut. Namun demikian Keputusan Pengadilan hilang 

kekuatannya jika halangan-halangan yang mengakibatkan 

penolakan tersebut hilang, dan para pihak yang akan 

kawin memberitahukan kembali tentang hal tersebut

kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Perkawinan tidak
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dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. 

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan Putusan 

Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan 

pencegahan perkawinan pada Pengadilan oleh orang yang 

melakukan pencegahan.

Ketentuan mengenai Pembatalan perkawinan 

diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta 

Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975. sedangkan bagi yang beragama Islam diatur 

secara khusus dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama 

Nomor 3 Tahun 1975 mengenai Prosedur Pengajuan 

Pembatalan Perkawinan Pada Pengadilan Agama. Pada Pasal 

22 Undang-undang Perkawinan, alasan untuk mengajukan 

pembatalan perkawinan sama dengan alasan untuk 

pencegahan perkawinan, yaitu apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 

Alasan-alasan lainnya antara lain adalah apabila 

perkawinan tersebut dilangsungkan di muka Pegawai 

Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah 

yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dua orang 

saksi. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan 

pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa
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perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan 

sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak 

pernah ada.13

Perbedaan antara pencegahan perkawinan dengan 

pembatalan perkawinan hanya pada waktu perkawinan

dilangsungkan, pada pencegahan perkawinan, permohonan

pencegahan diajukan sebelum perkawinan tersebut

dilangsungkan sedangkan pada pembatalan perkawinan, 

permohonan pembatalan diajukan setelah perkawinan

tersebut dilangsungkan.

Hal-hal yang menyebabkan perkawinan tidak sah 

sehingga dapat dimintakan pembatalan menurut Undang- 

undang Perkawinan antara lain:

1. Pihak yang melakukan perkawinan masih terikat 

perkawinan dengan orang lain. Dalam Pasal 9 Undang- 

undang Perkawinan menentukan bahwa seseorang yang 

masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak 

dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut 

dalam Pasal 3 dan Pasal A Undang-undang Perkawinan.

2. Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai 

Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah 

yang tidak sah, dan tanpa dihadiri oleh dua orang

'■* Ibid, hal.59.

Kompetensi lembaga..., Suharsoyo, FH UI, 2008



saksi. Pembatalan karena alasan ini dapat dilakukan 

oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas 

dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri 

yang bersangkutan.

3. Perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman yang

melanggar hukum atau pada waktu perkawinan terjadi 

salah sangka mengenai diri suami atau istri. 

Permohonan pembatalan yang diajukan oleh suami atau 

istri menjadi gugur apabila setelah 6 (enam) bulan 

setelah ancaman itu berhenti atau setelah yang

bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan masih 

tetap hidup sebagai suami istri.

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 

85 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan 

bahwa batalnya perkawinan (Nietigheid van het Huwelijk) 

hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Istilah

pembatalan perkawinan sebetulnya tidak tepat, akan 

lebih tepat apabila kalau dikatakan dibatalkannya 

perkawinan. Sebab bilamana perkawinan tidak memenuhi 

syarat-syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan 

sesudah diajukan ke muka hakim. Dengan demikian maka
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istilahnya bukan nietig (batal), melainkan 

vernietigbaar (dapat dibatalkan).14

Pasal 28 Undang-undang Perkawinan menentukan 

bahwa batalnya perkawinan dimulai setelah Keputusan 

Hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku 

surut saat berlangsungnya perkawinan, selama keputusan 

pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap maka suatu perkawinan akan tetap sah walaupun ada 

cacat didalamnya dan hal tersebut telah diajukan 

permohonan pembatalan oleh orang yang berhak untuk 

menuntut pembatalan.15

D . Perkawinan Campuran

Pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 57 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia 

tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan 

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan 

Indonesia, yang mana melalui perkawinan campuran dapat 

memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan 

dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-

14 Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Op.Cit., hal.33.

13 Prof.Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 
O p .C i t ., hal.70.
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cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 

dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 Tentang Tata Cara 

Memeperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh 

Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat 

perkawinan atau putusnya perkawinan menetukan hukum 

yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum 

perdata. Menurut Regeling op de Gemengde Huwelijken 

(GHR) dalam Pasal 1, perkawinan campuran ialah 

perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk 

pada hukum-hukum yang berlainan. Dengan berlakunya 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka yang bisa terjadi 

hanyalah perkawinan campuran internasional dan 

perkawinan antar agama. Tetapi terdapat kelemahan dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan 

antar agama tidak diatur lebih jauh sehingga 

menimbulkan kerancuan berpikir diantara para ahli hukum 

apakah perkawinan antar agama termasuk pada perkawinan 

campuran atau tidak. Mengingat dalam perkawinan 

perkawinan antar agama juga terdapat unsur bahwa
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masing-masing pihak tunduk pada dua hukum yang

berlainan.

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di

■Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat 

dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974, selain itu terdapat persyaratan 

lainnya yaitu adanya Surat Keterangan dari Pegawai 

pencatat Perkawinan. Surat keterangan ini berisi

keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak 

ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila 

Pegawa± Pencatat Perkawinan menolak memberikan surat 

keterangan tersebut, sesuai Pasal 60 ayat (3) Undang- 

undang Perkawinan, para pihak dapat meminta Pengadilan 

memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa

penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut 

tidak beralasan.

Surat Keterangan atau Surat Keputusan 

Pengganti Keterangan ini berlaku dalam kurun waktu 6 

(enam) bulan sejak diterbitkan oleh Pengadilan yang 

berwenang mengeluarkan surat tersebut. Apabila dalam 

kurun waktu 6 (enam) bulan itu perkawinan belum juga 

dilaksanakan, maka Surat Keputusan Pengganti Keterangan 

tersebut tidak berlaku lagi. Surat-surat yang harus
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dipersiapkan oleh calon mempelai perkawinan campuran 

antara lain:

1. Menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan seorang 

Warga Negara Asing dapat dan akan menikahi seorang 

Warga Negara Indonesia di Indonesia dari Negara asal 

si Warga Negara Asing tersebut (surat-surat tersebut 

lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh

seorang penerjemah yang telah disumpah dan 

dilegalisir oleh Kedutaan Besar Negara yang 

bersangkutan).

2. Fotokopi identitas diri (KTP atau Passport).

3. Fotokopi Akta Kelahiran.

4. Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status 

perkawinan dengan orang lain.

5. Akte Cerai, bila sudah pernah kawin.

6 . Surat Kematian Suami atau Istri, bila pasangan

sebelumnya telah meninggal.

7. Surat Pengantar dari Rt/Rw yang menyatakan bahwa

tidak ada halangan bagia pihak untuk melangsungkan 

perkawinan.

Kompetensi lembaga..., Suharsoyo, FH UI, 2008



E . Perkawinan Antar Agama

Sekiranya tiap-tiap agama dalam peraturannya 

melarang seorang pemeluk agama yang akan melangsungkan 

perkawinan dengan seseorang dari pemeluk agama yang 

berbeda. Tetapi sering pula terjadi calon suami istri 

masing-masing memegang teguh kepercayaannya dan tetap 

akan memeluk agama masing-masing.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974, di Indonesia berlaku Regeling op de Gemengde 

Huwelijken (GHR) yang mengatur mengenai perkawinan 

antar agama sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1898 

No. 158. Dalam Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran 

(GHR) menyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan 

campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di 

Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. 

Dengan adanya Peraturan Perkawinan Campuran ini 

setidaknya dapat memecahkan persoalan yang terjadi 

apabila terdapat pasangan yang melangsunkan perkawinan 

dengan berbeda agama, mereka mendapatkan jaminan dan 

kepastian dalam hukum negara, walaupun menurut hukum 

agama, perkawinan mereka dianggap tidak sah.

Untuk membentuk suatu unifikasi dalam hukum 

perkawinan untuk seluruh Warga Negara Indonesia, maka
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pada tanggal 2 Januari 1974 disahkannyalah suatu

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan

diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Dengan 

berlakunya Undang-undang Perkawinan ini, dalam Pasal 66 

dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelij k 

WetboGk) f Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen

(Huwelijks Ordonanntle Christen Indonesiers, S.1933

Nomor 74) Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de 

Gemengde Huwelijken, S.1898 Nomor 158) dan peraturan - 

peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh 

telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan sebagai unifikasi dari peraturan perundang- 

undangan sebelumnya yang mengatur mengenai perkawinan 

tidak mengatur mengenai perkawinan antar agama. Dengan 

merujuk pada Pasal 66 Undang-undang Perkawinan yang 

menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan 

perkawinan sejauh belum diatur dalam Undang-undang 

Perkawinan masih dinyatakan berlaku. Oleh karena itu 

persoalan perkawinan antar agama masih harus merujuk
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kepada peraturan lain yang khusus mengatur mengenai 

perkawinan antar agama.

Secara harfiah pengertian perkawinan antar 

agama adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang 

pria denan seorang wanita yang masing-masing berbeda 

agamanya dan tetap mempertahankan agama masing-masing 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkawinan antar agama, apabila dipandang dari segi 

hukum Nasional merupakan pelanggaran terhadap Undang- 

undang Perkawinan terutama yang termaktub dalam Pasal 2 

ayat (1 ) yang mengharuskan perkawinan itu dilangsungkan 

dengan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaan, serta dalam Pasal 8 huruf (f), dikatakan 

bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara dua 

orang yang memiliki agama dengan suatu peraturan 

pelarangan kawin dengan seseorang yang berbeda agama 

dengan yang dianut olehnya.

Walaupun Undang-undang Perkawinan tidak 

mengatur tentang perkawinan antar agama tetapi didalam 

Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) diatur
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mengenai hal ini. Terdapat tiga aliran apakah GHR 

berlaku untuk perkawinan antar agama antara lain:16

1. Aliran Luas;

Menyatakan bahwa perkawinan campuran antar agama 

maupun antar tempat termasuk dibawah GHR.

2. Aliran Sempit;

Menyatakan bahwa perkawinan campuran antar agama 

maupun antar tempat tidak termasuk dibawah GHR.

3. Aliran Setengah Luas Setengah Sempit;

Menyatakan bahwa perkawinan antar agama termasuk GHR, 

sedangkan perkawinan antar tempat tidak termasuk.

F . Pandangan Agama Terhadap 
Perkawinan Antar Agama

Pada prinsipnya semua agama menganut asas 

perkawinan endogami, walau demikian dalam prakteknya 

terdapat agama tertentu yang mensahkan perkawinan antar 

agama tertentu. Perkawinan antar agama merupakan jalan 

terakhir apabila para pihak tetap berpegang teguh 

dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. 

Berikut, adalah pandangan beberapa agama yang ada di 

Indonesia mengenai perkawinan antar agama;

16 Soedargo Gautama. Hukum Antar Golongan. Suatu 
Pengantar. (Jakarta: Ichtiar Baru, 1977), hal. 130.
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1. Pandangan Agama Islam

Secara tegas, agama Islam melarang para umatnya 

untuk melangsungkan perkawinan dengan umat dari 

agama yang berbeda selain Islam. Ditegaskan dalam

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang

menyebutkan:

Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita 
budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun ia menarik hati. Dan 
janganlah kamu menikahkan orang musyrik dengan 
wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari 
orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

Akan tetapi diberikan kesempatan bagi laki-laki 

muslim untuk menikahi wanita-wanita selain muslim, 

yaitu wanita-wanita ahli kitab (Nasrani dan 

Yahudi), sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an 

surat Al-Maidah ayat 5. Dibolehkannya seorang 

lelaki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab 

(kitabiyah) adalah agar dapat memperkokoh tali

kekeluargaan dengan keluarga ahli kitab, dengan 

budi pekerti yang baik, kebaikan hatinya akan

menarik keluarga istrinya kepada Islam.17

17 H.S.A. Alhamdani. Risalah Nikah, Hukum Perkawinan
Islam. (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 46.
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Berlainan hukumnya dengan seorang wanita 

muslim untuk menikahi laki-laki musyrik sebagaimana 

terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, 

lak:-laki kafir (surat Mumtahanah ayat 10) dan 

laki-laki ahli kitab (surat Al-Maidah ayat 5). 

Alasannya antara lain adalah bahwa dalam setiap 

keluarga berada dibawah kekuasaan seorang suami 

yang dengan demikian keselamatan agama dari wanita 

yang beragama Islam dan juga anak-anaknya yang 

dikhawatirkan akan mengikuti agama suami atau 

ayahnya yang bukan Islam (murtad). Menurut 

pandangan ahli Fiqih, bahwasanya Islam

memperbolehkan seorang laki-laki muslim kawin 

dengan wanita kitabiyah dengan tujuan tersebarnya 

agama Islam, tetapi Islam tetap membiarkan orang- 

orang ahli kitab tetap berpegang pada agama mereka, 

agama samawi, meskipun mereka telah merubahnya. 

Islam menghendaki agar umat Islam menyebarkan Islam 

dikalangan ahli kitab disamping dilakukan dengan 

lisan dapat pula dilakukan dengan perbuatan, bahkan 

dakwah dengan perbuatan itu lebih besar
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pengaruhnya, lebih mudah dimengerti daripada dakwah 

dengan lisan.18

2. Pandangan Agama Kristen Katolik

Gereja Katolik dalam hal ini dengan berlandaskan 

pada iman terhadap perkawinan sakramenta, 

menginginkan agar umatnya tidak melakukan 

perkawinan lintas agama, dalam artian menikah 

dengan orang non katolik, apakah itu orang non 

katolik yang dibaptis (mixta religio) ataupun 

dengan seseorang yang tidak dibaptis (disparitas 

cultus). Keyakinan Gereja tentang perkawinan 

sebagai sakramen dan dimungkinkannya perkawinan 

campur tidak boleh diartikan ■ bahwa Gereja 

membedakan dua perkawinan, seakan-akan ada 

perkawinan kelas 1 dan kelas 2. Perkawinan yang 

sudah diteguhkan secara sah dan dimohonkan berkat 

dari Tuhan apapun jenisnya, semuanya berkenan di 

hadapan Tuhan. Semuanya dipanggil untuk memberi 

kesaksian akan kasih Kristus kepada manusia. 

Perkawinan campur beda gereja (seorang baptis 

Katolik menikah dengan seorang baptis non-Katolik) 

perkawinan ini membutuhkan ijin. Perkawinan campur

18 Ibid., hal. 45.
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beda agama (seorang dibaptis Katolik menikah dengan 

seorang yang tidak dibaptis) untuk sahnya 

dibutuhkan dispensasi.

Persyaratan mendapatkan Ijin atau Dispensasi :

a. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan 

bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji 

dengan jujur, bahwa ia akan berbuat segala 

sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya 

dididik dalam Gereja Katolik.

b. Pihak yang non-Katolik diberitahu pada waktunya 

mengenai janji-janji yang harus dibuat pihak 

Katolik, sedemikian sehingga jelas bahwa ia 

sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.

c. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai

tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki 

perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh 

seorang pun dari keduanya.

Dengan adanya Sistem Terbuka dari perkawinan di 

hadapan pendeta dan pelayan Katolik, kalau perlu 

bahkan dengan dispensasi dari tata peneguhan 

kanonik (bila pernyataan konsensus tidak 

diterimakan oleh pelayan Katolik). Maka perlu 

disepakati pembagian tugas yang jelas antara
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pendeta dan pelayan Katolik, misalnya firman dan

berkat diserahkan kepada pendeta, sedangkan

pelaksanaan tata peneguhan kanonik dipercayakan 

kepada pelayan Katolik, demi sahnya suatu

perkawinan, karena sahnya perkawinan adalah apabila 

dilakukan dihadapan Uskup, Pastor Paroki, atau Imam 

dengan menggunakan ritual sakramen perkawinan

katolik.

3. Pandangan Agama Kristen Protestan

Sama seperti agama-agama lainnya, Kristen Protestan 

juga menghendaki agar umatnya melangsungkan

perkawinan hanya dengan seseorang yang beragama 

Protestan. Walaupun demikian, Kristen Protestan

tidak melarang penganutnya untuk menikah dengan

seseorang yang berada diluar ajaran Kristen 

Protestan. Gereja Kristen Protestan memberikan 

kebebasan umatnya untuk memilih pelangsungan 

pe'rkawinanya dengan menggunakan pemberkatan dari 

gereja, mengikuti ajaran agama dari calon suami 

atau istrinya, ataupun hanya dengan menikah di 

Kantor Catatan Sipil semata. Hal tersebut 

disebabkan karena Gereja Protestan mengakui sah
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perkawinan yang dilakukan menurut adat ataupun 

diakukan menurut agama diluar Protestan.

4

4, Pandangan Agama Hindu

Agame Hindu mensyaratkan semua perkawinan yang 

dilangsungkan oleh seluruh pemeluknya agar 

dilangsungkan sesuai dengan hukum Agama Hindu. 

Apabila suatu perkawinan seseorang pemeluk Agama 

hindu tidak dilangsungkan sesuai hukum Agama Hindu, 

maka perkawinan tersebut tidak sah. Begitu pula 

apabila salah seorang mempelai tidak beragama 

Hindu, maka perkawinan tersebut tidak dapat 

dilakukan. Hal ini dikarenakan sebelum 

dilangsungkannya perkawinan harus dilakukan 

terlebih dahulu upacara adat Agama Hindu. Pedande 

(Pendeta Agama Hindu) juga akan menolak mengesahkan 

apabila suatu perkawinan dilangsungkan dengan salah 

seorang calon mempelai tidak beragama Hindu atau 

tidak disucikan terlebih dahulu sebagai penganut 

Hindu.
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5. Pandangan Agama Budha

Agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan 

perkawinan dengan penganut agama lain, asalkan 

perkawinan tersebut haru dilangsungkan dengan tata 

cara perkawinan Agama Budha sesuai dengan ajaran 

Sang Budha. Dalam perkawinan ini calon mempelai 

yang bukan beragama Budha tidak diwajibkan untuk 

masuk Agama Budha terlebih dahulu seperti halnya 

Agama Hindu.

G. Lembaga Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan diatur dalam pasal 2 

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat 

menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam 

pelaksanaannya diatur lebih jauh dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 3 Tahun 1975 serta Permenag Nomor 4 Tahun 

1975.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 menyebutkan mengenai pencatatan perkawinan, bahwa 

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan 

perkawinan menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai
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Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 

32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan 

Rujuk. Dan Pencatatan perkawinan bagi mereka yang 

melangsungkan perkawinannya menurut agama dan 

kepercayaannya selain Islam, dilakukan oleh Pegawai 

Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil

sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang 

mengenai pencatatan perkawinan.

G.l. Tugas Dan Wewenang Lembaga Pencatatan Perkawinan 
6.1.1. Tugas Dan Wewenang Lembaga Pencatatan Perkawinan 

Bagi Perkawinan Yang Dilaksanakan Menurut Agama 
Islam.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 

Tahun 1975, dalam melaksanakan tugasnya Lembaga

Pencatat Perkawinan, antara lain bertugas sebagai

berikut:

1. Melakukan Pemeriksaan.

Adapun pemeriksaan yang dilakukan di sini meliputi 

2 (dua) macam jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan 

administrasi dan pemeriksaan langsung kedua

mempelai.

a) Pemeriksaan Administrasi
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Setelah Pegawai Pencatat Nikah menerima

pemberitahuan kehendak nikah dari calon mempelai 

atau yang mewakilinya, maka Pegawai Pencatat 

akan melakukan pemeriksaan atas surat-surat yang 

diperlukan untuk melangsungkan perkawinan,

yaitu:

a. Surat Persetujuan kedua calon mempelai

seperti yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 12 huruf 

f.

b. Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir sesuai 

dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975.

c. Surat Keterangan mengenai orang tua atau 

agama, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

d. Surat Keterangan untuk kawin dari Kepala Desa 

(model Na).

e. Surat Izin Kawin bagi calon mempelai anggota 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang 

kepadanya ditentukan meminta izin terlebih 

dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan 

izin.
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f. Surat Kutipan Buku Pendaftaran Talak atau

Cerai yang di Surat Talak atau Surat Tanda 

Cerai jika mempelai seorang Janda atau Duda,

g. Surat Keterangan Kematian Suami atau Istri

yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi 

tempat tinggal atau tempat matinya Suami atau 

Istri (menurut contoh model ND) / jika calon 

mempelai seorang Janda atau Duda karena

kematian Suami atau Istri.

h. Surat Izin dan Dispensasi, bagi calon

mempelai yang belum mencapai umur menurut 

ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan 

Pasal 7 ayat (2).

i. Surat Dispensasi Camat bagi pernikahan yang 

akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja 

sejak pemberitahuan, 

j. Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa 

bagi mereka yang tidak mampu.

Setelah pemeriksaan atas surat-surat ini dilakukan

dan ternyata tidak ada satupun yang menjadi halangan 

untuk dilangsungkan perkawinan, pameriksaan
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dilanjutkan dengan pemeriksaan calon suami, calon 

istri, dan wali nikah,

b) Pemeriksaan Calon Mempelai

Pemriksaan para calon mempelai sebaiknya dilakukan 

bersama-sama, tetapi juga diperbolehkan jika 

pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri, hasil 

pemeriksaan itu ditulis dalan Daftar Pemeriksaan 

Nikah (model A).

2. Membuat Pengumuman.

Kehendak nikah diumumkan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah atas pemberitahuan yang diterimanya setelah 

persyaratan atau ketentuan-ketentuan dipenuhi 

dengan menempelkan surat pengumuman (Model Ne) . 

Pengumuman dilakukan di kantor-kantor pencatatan 

pernikahan tempat tinggal masing-masing calon 

mempelai.

3. Menyelenggarakan Akad Nikah dan Pencatatannya.

Akad Nikah dilangsungkan dibawah pengawasan atau 

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan setelah akad 

nikah dilangsungkan, perkawinan tersebut dicatat 

dalam Akta Nikah (Model A) .
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4 . Penyimpanan.

Setelah semua hal tersebut di atas diselesaikan, 

maka selanjutnya daftar pemeriksaan tersebut 

disimpan, diurutkan menurut nomor Akta Nikah. 

Kalau daftar pemeriksaan tadi telah terkumpul pada 

akhir tahun dijilid menjadi satu buku.

G. 1.2. Tugas Dan Wewenang Lembaga Pencatatan Perkawinan 
Bagi Perkawinan Yang Dilakukan Menurut Selain 
Agama Islam.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Bab II Pasal 2 ayat (2), bagi 

perkawinan yang dilakukan menurut selain agama Islam 

dicatat pada Kantor Catatan Sipil atau Instansi atau 

pejabat yang membantunya.

Kantor Catatan Sipil juga mempunyai tugas dan 

wewenang seperti halnya yang terdapat pada Lembaga 

Pencatatan Perkawinan menurut Agama Islam. Pasal 5 Bab 

III Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang 

Pernyataan dan Peningkatan Pembinaan dan 

Penyelenggaraan Catatan Sipil, menyebutkan bahwa Kantor 

Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan
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tanggung jawab di bidang Catatan Sipil maka ia bertugas 

sebagai Pembantu Bupati atau Walikotamadya, Kepala 

Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta, bertugas sebagai Pembantu Gubernur Kepala 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

H. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan

Salah satu unsur dari penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good governance) adalah adanya 

ketertiban dalam urusan administrasi, baik yang 

bersifat umum ataupun yang sifatnya khusus. Undang- 

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan sebagai wujud dari usaha pemerintah untuk 

mewujudkan suatu pelayanan Administrasi Kependudukan 

yang tertib dan tidak diskriminatif, sehingga 

diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi 

pedoman bagi semua penyelenggara Negara yang 

berhubungan dengan kependudukan. Undang-undang ini 

mulai berlaku sejak disahkan pada tanggal 29 Desember 

2006 dan tercantum pada Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 124 Tahun 2006. Undang-undang 

Administrasi Kependudukan ini bertujuan untuk
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memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status 

pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan 

dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk 

Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada 

didalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Direktur Jenderal 

Administrasi Kependudukan melalui Direktorat Informasi 

Kependudukan mengembangkan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan menerapkan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sistem pengenal 

tunggal dan terpadu (Kartu Tanda Penduduk) atau nomor 

induk tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk 

Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia, dan dengan 

nomor yang sama digunakan pula pada Passport, Surat 

Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

dan kartu pengenal lainnya.

Dengan diberlakukannya Undang-undang

Administrasi Kependudukan pada Tahun 2006, maka aturan 

mengenai pencatatan sipil nasional telah mengalami 

pembaruan. Selama ini pengaturan pencatatan sipil yang 

berlaku di Indonesia masih menggunakan ketentuan yang 

sudah sangat tertinggal serta sangat bersifat
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diskriminatif. Hal ini bisa dilihat bahwa terjadi 

pembedaan perlakuan berdasarkan golongan dalam rangka 

memperoleh akta catatan sipil ditambah persoalan lain 

yang harus dihadapi oleh etnis Tionghoa yang telah 

menjadi warga negara Indonesia. Warga negara etnis 

Tionghoa sering dihadapkan pada masalah keabsahannya 

sebagai warganegara. Sehingga dalam pengurusan untuk 

memperoleh dokumen pencatatan sipil tersebut sangat 

sulit. Padahal esensi dari pencatatan sipil adalah 

mencatatkan peristiwa penting yang terjadi di wilayah 

kantor catatan sipil yang memang jadi cakupan tugasnya. 

Akan tetapi mengingat negara tidak mempunyai hukum 

nasional tentang pencatatan sipil maka setiap 

warganegara dibedakan berdasarkan golongannya. 

Perlakuan yang berbeda ini tentu mempunyai dampak yang 

buruk baik dari segi lamanya waktu untuk memproses dan 

biaya yang tinggi. Keberadaan Undang-Undang 

Administrasi Kependudukan tentu harus dapat mencegah 

mengulang terjadinya sejarah diskriminasi dalam 

pencatatan sipil. Undang-undang sebagai sebuah produk 

keputusan politik merupakan sarana strategis guna 

mengatur suatu kebijakan. Strategis, karena Undang- 

Undang bersifat mengikat bagi seluruh warga, termasuk
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BAB XII
Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor 

Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi

A. Pencatatan Perkawinan
Perkawinan adalah suatu lembaga yang suci yang 

diharapkan dapat menciptakan suatu kehidupan yang 

tentram antara suami istri dilandasakan atas perasaan 

saling cinta mencintai, santun menyantuni, dan kasih 

mengasihi antara satu terhadap yang lain dengan tujuan 

mengembangkan keturunan. Perkawinan adalah satu jalan 

yang halal untuk melanjutkan keturunan dan dengan 

perkawinan itu akan terpelihara agama, kesopanan, dan 

kehormatan.

Setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

serta perkawinan tersebut dicatat menurut perundang- 

undangan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut 

pelaksanaannya, sebagaimana termaktub dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan (2), 

pencatatan dilakukan oleh 2 (dua) instansi yang 

berwenang, yaitu :
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1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi mereka 

yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-undarg Nomor 22 Tahun 194 6 jo Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 1954.

2. Kantor Catatan Sipil, bagi mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu 

selain agama Islam.

Dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung

jawabnya antara dua lembaga ini terdapat perbedaan, 

sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 

1983, dinyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil bertugas 

sebagai Pembantu Kepala Daerah Tingkat II terkecuali 

untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai 

Pembantu Gubernur. Sedangkan Pegawai Pencatat Nikah, 

Talak dan Rujuk dalam pelaksanaan tugasnya memberikan 

laporan kepada Bidang Urusan Agama Propinsi melalui 

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya. Dengan 

demikian Kantor Catatan Sipil berada dibawah naungan 

Departemen Dalam Negeri, sedangkan Pegawai Pencatat 

Nikah, Talak dan Rujuk berada dibawah naungan

Departemen Agama.

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan,

dijumpai adanya beraneka ragam peraturan tentang
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pencatatan perkawinan, seperti Ordonansi Catatan Sipil 

untuk golongan Eropa, Ordonansi untuk golongan Cina, 

Ordonansi Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran. 

Peraturan-peraturan tersebut merupakan pelaksana 

pencatatan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi 

Perkawinan Kristen (S.1933 No.74) dan Peraturan

Perkawinan Campuran (S.1898 No.158). menurut ketentuan- 

ketentuan tersebut pelaksanaan pencatatan perkawinan 

dan catatan sipil pada umumnya didasarkan pada 

perbedaan golongan penduduk sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS), sehingga 

terdapat Kantor Catatan Sipil untuk golongan yang 

berbeda. Berdasarkan Instruksi Ketua Presidium Ampera 

tertanggal 27 Desember 1966 No.31/U/IN/12/1966 telah

dihapus, dan selanjutnya Kantor Catatan Sipil seluruh 

Indonesia terbuka bagi seluruh Bangsa Indonesia dan 

hanya dibedakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga 

Negara Asing. Kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam 

mencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam ordonansi- 

ordonansi tersendiri sesuai golongan masing-masing, 

kemudian ditertibkan dengan keluarnya Keputusan 

Presiden No.12 Tahun 1983 tentang Penataan' dan
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Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kantor 

Catatan Sipil dalam masalah perkawinan. Dimana sebelum 

tahun 1983/ Kantor Catatan Sipil sepenuhnya berada 

dibawah Departemen Kehakiman, yang setelah itu 

pengawasan teknisnya diserahkan kepada Departemen Dalam 

Negeri dan pengawasan yuridisnya tetap di Departemen 

Kehakiman. Dan diikuti dengan terbitnya Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri No. 8933/1558/PUOD tanggal 17 April 

1989 tentang Tindak Lanjut Job Training Catatan sipil 

yang intinya adalah:

1. Menegaskan fungsi Kantor catatan Sipil sebagai 

pencatat perkawinan dan tidak ikut menentukan status 

perkawinan, serta bukan melaksanakan perkawinan, 

dalam arti mengesahkan perkawinan.

2. Pencatatan Perkawinan pada Register Akta Perkawinan 

di Kantor Catatan Sipil pada hakekatnya dilakukan 

setelah dilangsungkan perkawinan didepan pemuka agama 

yang dianut oleh yang bersangkutan.

3. Perkawinan didasarkan pada Undang-undang No.l Tahun 

1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa 

perkawinan berdasarkan agama, sehingga tidak dapat 

dilakukan pencatatan perkawinan sebelum yang
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bersangkutan melangsungkan perkawinan menurut 

ketentuan agamanya masing-masing.

Kantor Catatan Sipil dalam pelaksanaannya

memepunyai fungsi dalam menyelenggarakan:

1. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran. 

Dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran ini, 

Kantor Catatan Sipil melakukan fungsinya berdasarkan 

Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit atau Rumah 

Bersalin daimana anak tersebut dilahirkan, yang dalam 

pemberitahuan kelahiran kepada Pegawai Kantor Catatan 

Sipil, orang tua atau yang menjadi walinya harus 

melampirkan akta perkawinan orang tua anak tersebut.

2. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan. 

Setelah akad nikah dilakukan, Pegawai Pencatat Nikah 

melakukan pencatatan didalam Akta Nikah yang 

ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, 

kedua mempelai serta saksi-saksi. Akta Perkawinan 

yang telah ditandatangani tersebut, oleh Pegawai 

Pencatat diterbitkan untuk mempelai yang bersangkutan 

sebagai bukti autentik telah melakukan pernikahan.

3. Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian. Dalam 

melakukan perceraian, Kantor Catatan Sipil juga 

menerima pemberitahuan dari yang hendak melakukan
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perceraian, dimana Kantor Catatan Sipil akan 

mengadakan penelitian mengenai hal-ikhwal yang 

menyebabkan yang bersangkutan hendak melakukan 

perceraian. Jika ternyata hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pasangan tersebut sudah tidak dapat 

lagi diperbaiki yang diterangkan dalam suatu

Keputusan Pengadilan Negeri maka perceraian itu 

diterima.

4 . Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan 

Pengesahan Anak. Dalam hal jika terjadi persengketaan 

dalam hal status anak yang telah ada dari pasangan 

suami-istri, maka setelah adanya hasil Keputusan 

Pengadilan yang menyelesaikan sengketa tersebut, 

Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan akan

diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dimana anak 

tersebut berada.

Kewenangan lainnya seperti pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk adalah urusan Dinas Kependudukan. Karena 

itulah catatan sipil dipisahkan kewenangannya dari 

administrasi kependudukan. Semua peristiwa keperdataan 

merupakan wilayah kewenangan catatan sipil untuk

dicatat sehingga hak dan kewajiban yang mengikuti
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peristiwa-peristiwa hukum dapat diketahui dan dicatat 

oleh negara.

B . Kewenangan Lembaga Pencatatan Perkawinan Terhadap 
Penolakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di 

Daerah Kotamadya Bekasi

Kota Bekasi pada saat ini bukan hanya sebagai 

daerah sub urban yang berfungsi sebagai daerah tempat 

tinggal para penduduk yang bekerja di pusat Jakarta 

semata (penduduk commuter), Kota Bekasi perlahan menuju 

menjadi kota industri dengan banyak berdirinya 

perusahaan-perusahaan yang menampung ribuan pekerja 

yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk 

menertibkan sistem administrasi kependudukan di Kota 

Bekasi, Pemerintah Daerah kota bekasi memiliki visi: 

"Tertib administrasi kependudukan, Catatan Sipil, dan 

peningkatan kualitas Keluarga Berencana Kota Bekasi 

melalui pelayanan Prima menuju kota jasa dan 

perdagangan bernuansa ikhsan". 19

19 Waw a n c a r a  dengan Drs. Dalfi Handri, Kepala Sub Bidang 
P e r k awinan dan Perceraian Kantor C a tatan Sipil Kotamadya Bekasi, 
Jalan I r.H.Juanda N o . 100, tanggal 8 Mei 2008.
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Dengan banyaknya tenaga kerja yang berasal 

dari berbagai daerah di indonesia yang berbeda suku 

bangsa maupun agama dan kepercayaan, tidak menutup 

kemungkinan adanya interaksi dari penduduk yang menetap 

dan pendatang untuk mengadakan suatu interaksi sosial 

sampai dengan hubungan perkawinan. Begitu pula dalam 

hal perkawinan tidak terbatas pada perkawinan dengan 

agama dan kepercayaan yang sama, tetapi banyak juga 

perkawinan yang dilangsungkan oleh para pasangan calon 

suami istri dengan agama dan kepercayaan yang berbeda 

dari masing-masing pasangan calon mempelai.

Permohonan Pencatatan Perkawinan beda agama di 

Kantor Urusan Agama yang terletak pada Kecamatan- 

kecamatan daerah Bekasi dan sekitarnya jarang terjadi. 

Walaupun ada permohonan untuk mencatatkan perkawinan 

yang berbeda agama, Kantor Urusan Agama pada umumnya 

tidak bersedia untuk meluluskan permohonan tersebut. 

Hal ini terjadi pada Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan 

yang beralamatkan di Jalan Pulo Ribung Pekayon, Bekasi, 

yang pernah melakukan penolakan untuk melangsungkan 

perkawinan ataupun mencatat perkawinan pasangan beda 

agama antara Huang Mu Fa, Warga Negara Taiwan beragama 

Budha yang berdomisili di Taiwan dengan Siti Aisyah
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Binti Mistam, Warga Negara Indonesia dan beragama 

Islam, alasan penolakan tersebut antara lain adalah 

"Kantor Urusan Agama berpegang teguh pada Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai dengan apa yang 

dimaksud oleh Undang-undang Perkawinan tersebut maka 

perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di

Negara Republik Indonesia yang begitu pula dengan

pernikahan beda agama yang dilakukan diluar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan bisa 

dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena Kantor Urusan 

Agama hanya dapat mencatat dan menikahkan pernikahan 

dalam agama Islam, yang pernikahannya dilakukan didalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diluar dari 

pernikahan yang bukan agama Islam atau non muslim,

Kantor Urusan Agama tidak berwenang dalam menikahkan 

apalagi mencatatkan. 7/20

Kantor Urusan Agama kecamatan Bekasi Selatan 

tidak pernah menikahkan atau mencatat perkawinan yang 

dilangsungkan dengan beda agama, akan tetapi bersedia 

untuk mencatat perkawinan yang beragama Islam walaupun 

dengan perbedaan kewarganegaraan. Pada Daftar

20 W awancara dengan Bapak H. A h m a d  Sumroni, Kepala Kantor 
Urusan Agama Bekasi Selatan, Jalan Pulo Ribung, Pekayon pada 
tangyal 28 April 2008
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Pemeriksaan Nikah dengan Akta Nikah bernomor : 

614/135/IV/2008, tertanggal Rabu, 9 April 2008 

mengeluarkan izin pelangsungan perkawinan yang akan 

dilakukan antara Huang Mu Fa, Warga Negara Taiwan yang 

berdomisili di Taiwan dan beragama Islam dengan calon 

istrinya yang bernama Siti Aisyah Binti Mistam, Warga 

Negara Indonesia, beragama Islam dan berdomisili di 

Desa Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Pernikahan 

tersebut dilangsungkan di Indonesia pada tanggal 25 

April 2008 di Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan, Jalan 

Pulo Ribung, Bekasi.

Berkaitan dengan penolakan yang dilakukan oleh 

Kantor urusan Agama untuk menolak melangsungkan maupun 

mencatatkan perkawinan yang dilangsungkan dengan 

perbedaan agama adalah sudah tepat, dikarenakan 

pencatatan perkawinan yang beragama selain Islam adalah 

bukan berada dibawah kewenangan dari Kantor urusan 

Agama, tetapi di bawah Naungan kewenangan Kantor 

Catatan Sipil. Hal tersebut sesuai dengan peraturan 

yang tercantum dalam Pasal 1 butir 23 dan Pasal 9 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. Dengan adanya keterbatasan 

kewenangan dari Kantor Urusan Agama maupun Kantor
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Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama 

yang menyangkut agama Islam pada salah seorang calon 

mempelai, maka Undang-undang Administrasi Kependudukan 

memberikan kesempatan pada mereka, calon pasangan yang 

berbeda agama yang permohonan pelangsungan pernikahan 

dan pencatatan perkawinannya menemui kendala, untuk 

meneruskan permohonannya kepada Pengadilan Negeri 

setempat untuk memohon dikeluarkan Penetapan Pengadilan 

yang memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil untuk 

melangsungkan perkawinan dan mencatat perkawinan dari 

pasangan yang berbeda agama tersebut sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2006.

Permohonan Penetapan Pengadilan untuk 

memerintahkan Kantor Catatan Sipil agar mencatat 

perkawinan beda agama adalah salah satu jalan 

alternatif yang digunakan oleh para calon pasangan 

suami istri yang berbeda agama untuk dapat 

melangsungkan Perkawinan beda agama. Hal ini dapat 

dilihat dari kasus perkawinan beda agama yang terdapat 

pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum 

berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang 

Administrasi kependudukan dengan Penetapan Nomor
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30/Pdt/P/1986/PN. Jkt.Sel., yang mana seorang wanita 

bernama R. R. Rini Roosdiarti beragama Islam akan 

melangsungkan perkawinannya dengan seorang laki-laki 

bernama Daniel Victor Matulessy yang beragama Kristen 

Protestan. Sebelum didaftarkan di Panitera Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan, pasangan ini telah mencoba 

untuk melaksanakan perkawinannya di Kantor Urusan Agama 

dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta namun mengalami 

penolakan dengan Surat Keterangan Penolakan Pencatatan 

Perkawinan No.146/1.755.4/CS/1986 tertanggal 15 Januari 

1986. Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta mensyaratkan 

kepada calon pasangan tersebut untuk meminta Surat 

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai 

dengan alamat domisili pemohon, agar dapat dilakukan 

pencatatan menurut daftar pencatatan perkawinan yang 

berlaku. Permohonan tersebut disetujui oleh Pengadilan 

Jakarta Selatan dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor 

Catatan Sipil Pemerintah DKI Jakarta untuk 

melangsungkan pencatatan perkawinan antara R. R. Rini 

Roosdiarti dengan Daniel Victor Matulessy.

Dengan adanya persyaratan harus terlebih 

dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri untuk mereka 

yang akan melangsungkan perkawinan dengan beda agama
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mengindikasikan bahya masih berlakunya Peraturan 

Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemende Huwelijken) 

Staatsblaad 1898 No.158 terutama dalam Pasal 7 ayat 3 

yang menyatakan bahwa aturan-aturan atau syarat-syarat 

yang ditentukan oleh hukum terhadap pihak perempuan 

calon mempelai pernikahan campuran telah terpenuhi maka 

tidak ada halangan lagi untuk melangsungkan 

perkawinannya ditempat kediaman perempuan tersebut 

bertempat tinggal dan Pasal 8 yang menyatakan bahwa 

atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan Negeri 

dapat memutuskan boleh atau tidaknya dilangsungkannya 

perkawinan campuran beda agama tersebut yang merupakan 

pengecualian dari Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan.

Alasan lainnya yang mendasari pengecualian 

pada perkawinan beda agama dengan harus adanya izin 

dari pengadilan Negeri setempat adalah untuk mencegah 

adanya kehidupan bersama layaknya suami istri tanpa 

terikat perkawinan (kumpul kebo) dan juga Pengadilan 

tidak dapat mencegah seseorang yang dengan sukarela 

untuk tunduk pada hukum yang berlaku, dalam kasus 

perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Kantor 

Catatan Sipil, maka berarti seorang pemohon yang
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beragama Islam secara diam-diam telah menundukkan diri 

pada Hukum Perdata Barat sesuai dengan hukum yang 

berlaku pada calon pasangannya yang bukan beragama 

Islam. 21

Dasar fundamental terbitnya undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan 

adalah pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang 

menempatkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi 

Manusia pada tempat tertinggi. Dimana dalam Pasal 16 

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 

menyebutkan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa,

tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau 

agama berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. 

Pelaksanaan hak ini dilakukan dengan tanpa pengecualian 

apapun, termasuk berdasarkan atas ras, warna kulit,

jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat 

yang berlainan, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak 

milik, kelahiran ataupun kependudukan. Dengan kata

lain, perkawinan merupakan hak asasi yang paling

mendasar, yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun,

21 Wawancara dengan Drs. Dalfi Handri, Kepala Sub Bidang 
Perkawinan dan Perceraian Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi, 
Jalan Ir.H.Juanda No. 100, tanggal 8 Mei 2008.
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termasuk oleh negara.22 Yang dalam Undang-undang 

Administrasi dan Kependudukan ini ditujukan dalam upaya 

menghapuskan diskriminasi pelayanan petugas catatan 

sipil terhadap pasangan yang berbeda agama, dimana 

seharusnya negara tidak membeda-bedakan dalam 

melindungi dan melayani warga negaranya dalam 

menggunakan hak asasinya, terutama dalam pelangsungan 

perkawinan.

Terdapat beberapa alternatif bagi para 

pasangan beda agama agar dapat melangsungkan perkawinan 

dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang 

membatasi terhadap pelangsungan suatu perkawinan, 

antara lain:23

1. Perkawinan yang dilakukan dengan meminta Penetapan 

Pengadilan terlebih dahulu sebelum dicatatkan di 

Kantor Catatan Sipil Setempat.

2. Perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing 

agama. Dengan cara masing-masing pihak tetap pada 

agama dan keyakinan masing-masing dalam pelangsungan 

perkawinannya.

22 Perkawinan Campuran Beda Agama dan Hak Asasi Manusia, 
h t t p :// w w w ,Hukum 0nline.com/berita/21 Maret 2008.

23 Prof.Wahyono Darmabrata, Perkawinan Campuran Beda 
Agama, h t t p ://www.Hukum 0nline.com/berita/21 Maret 2008.
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3. Penundukkan sementara pada salah satu agama. Yaitu 

salah satu pihak menundukkan diri pada agama 

pasangannya pada saat pelangsungan perkawinannya dan 

kembali ke agamanya semula setelah perkawinan dan 

pencatatan perkawinannya telah selesai dilaksanakan.

4. Perkawinan yang dilakukan diluar negeri. Cara ini 

banyak dipakai oleh para pasangan yang memiliki 

kondisi financial menengah ke atas, contohnya adalah 

penyanyi terkenal Yuni Shara dan suaminya Henry 

Siahaan yang berhasil mencatatkan perkawinannya di 

Kantor Catatan Sipil setelah melangsungkan 

perkawinannya dan mendapatkan surat nikah di Perth, 

Australia.24

Perkawinan beda agama dengan cara Penundukan sementara 

pada salah satu agama calon pasangan pernah terjadi di 

Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan, dimana Huang Mu Fa 

yang berdomisili di Taiwan dan beragama Budha melakukan 

penundukan dengan mengikuti agama calon istrinya yang 

beragama Islam agar dapat melangsungkan perkawinannya 

dengan Siti Aisyah Binti Mistam. Dengan cara 

penundukkan diri sementara pada salah satu agama ini

24 Perkawinan Beda Agama Yuni-Henry, Tabloid Cek & Ricek 
edisi Minggu II Agustus 2002.
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merupakan suatu tindakan yang disebut dengan "mengakali 

Undang-undang" (wetsonduiking) atau "penyelundupan 

Undang-undang".25

Hal demikian tidak akan terjadi bila Undang- 

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan 

pengaturan yang tegas mengenai perkawinan antar agama, 

yang menyebabkan berkurangnya kewibawaan hukum dan 

agama itu sendiri dan hal tersebut jelas bukanlah 

merupakan tujuan pembentuk dari Undang-undang maupun 

agama. Pengakuan terhadap perkawinan antar agama 

mungkin akan terasa sebagai penyimpangan dari prinsip 

yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tetapi hal demikian adalah wajar 

karena menurut sifatnya perkawinan antar agama 

merupakan bentuk khusus daripada perkawinan pada 

umumnya, sehingga pengaturannya akan merupakan suatu 

kekhususan terhadap hukum perkawinan pada umumnya.

Pencatatan Perkawinan dengan perbedaan agama 

di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi yang beralamat 

di Jalan Ir.H.Juanda No. 100 sampai pada saat ini juga 

belum pernah mencatat mengenai perkawinan beda agama

25 Wawancara dengan Bapak H. Adum H. M, Pegawai Kantor 
Urusan Agama Bekasi Selatan, Jalan Pulo Ribung, Pekayon pada 
tanggal 28 April 2008
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tersebut. Dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kotamadya 

Bekasi tidak bersedia untuk mencatat suatu perkawinan 

yang dilangsungkan dengan perbedaan agama. Hal ini 

dibuktikan dengan penolakan Kantor Catatan Sipil

Kotamadya Bekasi terhadap permohonan pencatatan

Perkawinan beda agama yang dimohon oleh pasangan Yuni 

Shara yang beragama Islam dengan Henry Siahaan yang 

beragama Kristen.

Alasan yang populer dalam hal penolakan

pencatatan perkawinan beda agama oleh Kantor Catatan 

Sipil adalah "bahwa Kantor Catatan Sipil tidak

menyetujui untuk melakukan pencatatan perkawinan beda 

agama dengan alasan bahwa pernikahan beda agama

tersebut tidak dibenarkan oleh Hukum Republik 

Indonesia, hal itu sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila

dilakukan oleh hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya juga disebutKan dalam Pasal 8 (f) bahwa 

perkawinan dilarang antara dua orang - yang mempunyai
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hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku dilarang kawin."26

C. Perjanjian Kawin

Dalam usaha terjaminnya segala hak dan 

kewajiban para pihak yang melangsungkan perkawinan 

dengan perbedaan agama sebaiknya adalah dengan upaya 

pembuatan perjanjian kawin, dimana dalam suatu 

perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan agama, 

hal penting seperti perjanjian kawin sering luput dari 

perhatian para pihak yang akan melangsungkan perkawinan 

beda agama tersebut. Dalam perjanjian kawin ini dapat 

dimasukkan berbagai persyaratan-persyaratan yang dapat 

menjaga kelanggengan dari perkawinan tersebut asal 

tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban 

umum sesuai yang termaktub dalam Pasal 139 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, yang isi perjanjian kawin 

tersebut tidak harus berupa mengenai pemisahan harta 

saja, mengingat rumusan dalam Pasal 29 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan 

definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud

26 Wawancara dengan Dr s . Dalfi Handri, Kepala Sub Bidang 
Perkawinan dan Perceraian Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi, 
Jalan Ir.H.Juanda No. 100, tanggal 8 Mei 2008.
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dengan perjanjian kawin dan Undang-undang juga tidak 

memberikan batasan-batasan mengenai apa yang dapat 

diperjanjikan didalam suatu perjanjian perkawinan.27

Dalam perjanjian perkawinan sekiranya dapat 

menyangkut dengan keyakinan pada para pihak dalam 

kebebasan dan meyakini suatu agama yang dipeluknya 

selama dalam perkawinan. Isi perjanjian kawin mengenai 

kebebasan dalam meyakini agama yang telah dipeluknya 

sebelum dan setelah perkawinan berlangsung pada 

perkawinan campuran beda agama ini adalah merupakan 

suatu hal yang seyogyanya harus dicantumkan, dengan 

banyaknya terjadi kasus-kasus pemurtadan agama 

( religieuse overgang), dimana salah satu pihak baik 

dengan suatu ajakan yang baik ataupun dengan paksaan 

mengikuti agama pasangannya dikarenakan sudah terlanjur 

menikah dan memiliki anak dari perkawinan tersebut dan 

paling banyak dialami terutama oleh pihak wanita. 

Perjanjian kawin ini harus dibuat dengan Akta Notaris 

sebelum perkawinan berlangsung dan mulai mengikat pada 

para pihak yaitu pada saat perkawinan dilangsungkan, 

yang apabila perjanjian kawin itu baru dibuat setelah

27 Prof.Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum 
Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia, (Jakarta: FH-UI, 2004),
hal.71.
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perkawinan dilangsungkan maka perjanjian kawin itu akan 

batal demi hukum (van rechtswege nietig) . Sebelum 

perkawinan itu dilangsungkan, calon suami istri masih

dapat merubah isi perjanjian kawin yang dibuatnya, akan 

tetapi perubahan itu harus dilakukan dengan akta

notaris, sedang orang-perorang yang dahulu ikut serta

sebagai pihak dalam mewujudkan perjanjian kawin itu 

harus diikutsertakan lagi dan bilamana orang-orang itu 

tidak menyukai atau tidak menyetujui perubahan yang 

diusulkan, maka tidaklah dapat diadakan perubahan

perjanjian kawin itu.28

Pembuatan Perjanjian Kawin dalam perkawinan 

beda agama dapat menjamin hak waris dari anak-anak yang 

dilahirkan dalam perkawinan tersebut, berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama dengan nomor

PMA,No.51/K/AG/1999 yang menyebutkan bahwa apabila 

terjadi perbedaan agama antara pewaris dengan ahli 

waris maka hukum yang diberlakukan adalah hukum yang 

berlaku bagi si pewaris. Dalam hal terdapatnya

perbedaan agama antara seorang anak yang beragama 

selain Islam dengan orang tuanya yang beragama Islam,

24 Wawancara dengan Ny.Hj. Diah Anggraini, Notaris dan 
PPAT, Ji. Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tanggal 22 
April 2008.
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maka akan dapat terjadi seorang anak yang tidak mewaris 

terhadap orang tuanya perkawinan beda agama sesuai 

dengan hadits riwayata Abdullah 'bn Umar bahwa tidak 

waris-mewarisi sekali-kali antara orang-orang yang 

berlainan agama.29 Lain halnya dengan yang diatur dalam 

Peraturan Menteri Agama Nomor 368/K/AG/1995 yang 

menyatakan bahwa anak kandung perempuan yang beragama 

selain Islam status hukumnya adalah bukan sebagai ahli 

waris, tetapi ia berhak untuk mendapatkan bagian dari 

warisan berdasarkan wasiat yang bagiannya sama dengan 

bagian anak perempuan ahli waris alamarhum ayahnya dan 

almarhum ibunya yaitu sebesar tidak lebih dari 1/3 

(sepertiga) bagian.

29 Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan 
Hadlth. (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hal. 160.

Kompetensi lembaga..., Suharsoyo, FH UI, 2008



PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Pencatatan Perkawinan beda agama, hanya 

dapat dilakukan pada Kantor Catatan sipil dengan 

dipenuhinya terlebih dahulu segala persyaratan 

administrasi berupa pengisian Formulir Pencatatan 

Perkawinan, Surat Rekomendasi Nikah kepada Kepala 

Kantor Urusan Agama, Pemberitahuan Kehendak Nikah, 

Surat Keterangan Orang Tua, Surat Persetujuan

Mempelai beserta Penetapan Pengadilan Negeri

setempat yang isinya adalah untuk memerintahkan 

kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk membantu 

melangsungkan dan mencatat pernikahan pasangan 

beda agama tersebut.

2. Kantor urusan Agama dalam hal ini memiliki

kewenangan untuk menolak membantu pelangsungan 

ataupun pencatatan perkawinan yang dilangsungkan 

dengan berbeda agama mengingat karena Kantor 

Urusan Agama hanya dapat mencatat dan menikahkan 

pernikahan dalam agama Islam, begitu pula dengan
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Kantor Catatan Sipil dapat menolak membantu 

pelangsungan maupun pencatatan pernikahan beda 

agama yang tidak disertai dengan penetapan dari 

Pengadilan Negeri setempat untuk melangsungkan 

atau membantu melangsungkan perkawinan beda agama 

tersebut.

B . Saran

1. Perlunya pengaturan mengenai instansi yang 

berwenang secara khusus untuk melakukan pencatatan 

perkawinan campuran antar agama secara tegas dalam 

suatu peraturan perundang-undangan agar tidak ada 

lagi perbedaan penafsiran tentang pelaksanaan 

pencatatan perkawinan antar agama.

2. Perlunya terjalin koordinasi yang baik dikalangan 

instansi Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan 

Sipil yang menangani persoalan tentang perkawinan 

campuran antar agama baik dalam hal proses 

administrasi pelangsungan dan pencatatan 

perkawinan maupun dalam hal penyuluhan perkawinan 

kepada masyarakat luas.
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3. Penyempurnaan perumusan dalam Pasal 2 Undang 

undang Perkawinan yaitu sahnya perkawinan dan 

pencatatan perkawinan dirumuskan dalam satu ayat 

saja, agar memberikan satu pemahaman bahwa hanya 

perkawinan yang sah menurut hukum agama dan 

kepercayaannya saja yang dapat dicatatkan demi 

tegaknya pelaksanaan Undang-undang dan mencegah 

penyelundupan hukum (wetsonduiking) .
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L am p ira n  : lembar
Perihal : P em ber i tahuan  

K ehendak  Nikah

M o d e l  N 7

.............................................................................. 1 9 . . .

K e p a d a  Y th .
Pegawai P en c a ta t  N ik a h  p ad a  
K U A  K e c a m a ta n /P e m b a n t u  PPN
dl............................................................

A ssalaam u'a la ikum  w.w .
D engan  ini kami m em ber i tahukan  b ah w a kam i b e rm a k s u d  ak a n  m elan gsu ng kan

p e rn ik ah an  a n t a r a ..............................................................d e n g a n .......................................................................
p ada  h a r i ..................................... t a n g g a l ..........................................j a m .......................................... d en g a n
m a t k a w ln ........................................  d ibayar tu n a l / h u ta n g * )  b e r t e m p a t  d l ........................................

Bersama ini kami lampirkan suia t- j  
b e r ik u t  :
1. S u ra t  Keterangan U n tuk  Nikah
2 . S u ra i  K eterangan Asal-Usul
3 .  S u ra t  Persetujuan Mempelai ,
4 .  Surat  Keterangan tentang  O rang  Tua
5. ........................................................... ..
6.....................................................
 7 .........................................................................
 8..........................................................

Kiranya dapat dihadiri dan  dicatat 
und ang-undangan  yang berlaku.

Diter im a t a n g g a l .....................................
Vans m e n e n m a .  

P P N T em b an tu  PPN*)

U y a n g  d ip e r lu k an  u n t u k  d ip e r ik sa ,  sebagai

, m o d e l  N1 
, m o d e l  N 2 
. m o d e l  N3 
. m o d e l  N4

p elaksanaannya  s«, suai d c i i j a n  k e t e n t u a n  per-

W assalam,
Y ang  m e m b e r i t a h u k a n .

Calon m e f n p e l a i /w i ) i ' 'v ik i l  w»li • )

*) co rc t  > ang tidak  perlu 
natn» tcianj:
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DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN SAWAH BESAR 
Jalan Mangga Dua Dalam No. 1 

JAKARTA PUSAT

N om or
Lamp.
H a l

K 4 /M M /............../ .........................
1 (satu) berkas.
PEM BERITAHUAN KEHENDAK  
NIKAH

Jakarta,

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor U nisan Agama 
K ecamatan .........................................

di -

Assalamu'alaikum Wr. V/b.
Dengan hormat, kami sampaikan bahwa telah datang ke KanU't kami 

seorang Laki-laki :
N a m a
Tem pat/Tgl. Lahir 
A g a m a  
P e k e r j a a n  
Tem pat Tinggal

Memberitahukan oah'va h  akan Nikah di Kantor Saudara Sesuai dengan  
pasal £ dan 9 PP. No. 9 /1 9 7 5 . Yo. pasal 1 9 a y a t (2 ) PMA. N o. 3 /1 9 7 5 . Agar 
m odel Nc>nya segera dikirimkan ke kantor kami untuk ditem pelkan di papan 
pengum um an.

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima
kasih.

I

Wassalam,
K E P A L A
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Model N4
KANTOR DESA/KE LUKA11AN : ...................................................................
KECAMATAN ; .................. .................... •......................
KAHUPATEN/KOTAMADYA : ...................................................................

SURAT KETERANGAN TENTANC ORANG TUA 
N o m o r ..........................................................

Y an g  b e r ta n d a  ta n g a n  d i b aw ah  in i m en eran g k a n  d en g an  sesu n g g u h n y a  hal) w a :

I . I . Nama lengkap dan alias : .......................................................................
2 . Tempat dan tanggal lahir : ........................ .. .......................................
3 . Warga negara : .......................................................................
4 . A g in u  : .......................................................................
5. Pekerjaan : ..................................................................
6 .  T e m p a t ting g al r : .................................................................................

II. I . N nm a 'e n p k a p  dan  nlias • .......................................................................
2 . T e m p a t d a n  ¡anggai la h ir  : .................................................................................
3 .  W arga n eg ara  : .................................................................................
4 .  A gam a : .................................................................................
5. Pekerjaan .......................................................................
« . lom pat tm g p l .......................................................................

ad a la li b e n a r  a y a h  k a n d u n g  d a n  ibu  k a iu lu n p  d a n  seo ran g  :
1. N am a  le n g k a p  d an  alias c : .................................................................................
2 . T e m p a t d an  tanggal lahir .................................................................................
3. Warga ne|tara ; .......................................................................
4 . Jenis kelamin : ......................................................................
5 . Agama ..............................................................................
6 . Pekerjaan : ..............................................................
T.  Tem pat tinggal : ......................................................... ..
Dem ikianlah, »urat keterar.gan m> dibuat d e n p n  m enpr.gat sumpahi jabatan dan 

un tuk  digunakan sepalunya .
....................................................................  1 9 . . .

Kepala D c ia -L u ra h ..................................

*) ram a terang ............................................*
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V a rg a n c g jt j Ih.I.hkvs:i 

W irganrgara  A ii iy  
T in p j  K ew arganc^uraan

I (JK M Ill IU  Ur. l l 'K  

P tN l'A T .V I AN  M  K k .lh J N A K

Titacaia perkawinan dilangsingi tn

M m l r l  . J

pada tanggal ....................................................... J Jk/ll
Nomor
Unti

i’erlanytati

I. J. N i i i u  lccluii|>

2 . N a m a  k e c il
3. Tempat dan tanggal 

IJili/uniui

4. Agun*

I -  Pekeijuii/I’iiigkai

6. Aiiiilil/lcnipii lilljgll 
kediaman jekaiang

7. Tempat tinggal 
kediaman dalrjlu

8 .  S u J j Ii/I>cIu iii p e tu a h  kaw in
9 . N a n u  b e k a s  b le r t /su a in i  a b u

nama i j t c i i  i . - iJ i l iu lu
10. A /u k  l i u k  y j / .g  a k i»  d ii .ih k in  

d a la m  i 'c i l i n v in jn

I I .  I .  N u m  keluai& a
2 . N a m a  kec il
3. T e m p j l  d a n  lanfjil lalili/fmur 

■4. Aguni

3. Fekeijjsn/I’ai.gkal %%*6. Tempal l:iiK£aJ/kcdianian '■

I I I .  I .  N a m a  k r l u : ( g l  ' i

2 . N am a  kcciJ —
J .  T e m p a l ( l - ' i  la n g g il la lil i/u r .iu r
4 . Agama ;

f «
5. Pekerj aan/Pingka I ’

•

6. Tempa ■ kediaman .1

IV . I . N a m a  k e lu a ig i
2. Nama kecil 1

3. Tei.ipJl djn tanggal Lliii/umur-

4. Agama

5. Pekeijaan/Par.gkai

6. Tempat kediaman

*)

KcUMJigjii iciiiiHg 
calon iiicmpdil |ina

K e l c i m g i n  U i i l a i l J  

c i l o i i  w u i l t *

U 3 |) a k Bapak

I  b u I b u

i ju.i i.i iij S jk » l « rd u a

♦ )  S u p a y a  d l li ro p l ik a »  r « " * * "  *k *" k cU M iu i «U * *<ii»l UM i.
^ l | |  (tipu Hkfmptlji r<>* f ,nf *■«•>"* I* <•*« <*l‘*
n u m p a l i l  » '« n ila  ►iluiil I«  » a lu n .
r< n |« 4 ll« > .

•  a « | l  calun  m tm p f l t l  d l l l  m ^ Q l l  W if c l lH  fc l» i^ |* l l  H I.
p ay a  f f l ll lD ip b k ii t  i l in  I k iu I I i  d i i  I l l l r t l l  7>bl  S tv / t ju i  ol,fc

t»l«A A«mpil<l ) ia|  ki4«Ii p<im I  b l ( l  rflUmpW*
k i »  pcilfcji» «fcl» l i m i l l m  » l iu  •»(•! U l i f M j i i  h iW lM «  A i » «  
k i l  p ^ tw i p<rktw<AM  k m A i  t im  tk l«
M  i U u l u i i l  I f U i m i i A  p i i ( « » i l tn  j 4 i m  h U ^ i l u i
k t n n i  D«l**n f»« t m*»lh dai*n» wpay*
JiUm|>I/K<o hlii i j 'M j i »

lanJa tangan y iiij lril<pcrtllng>rt

»•
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K i j i .h I j  V i I i 

S Jr. K c | > j  I j  K jn to r  C a ta ta n  S ipil 
l 'ro p jiu i OKI J a k a r ta  
.li

Y ang b e r la n d a  ta n g an  d ib aw ah  i n i :

te m p a t d an  ta n fg a l l a h i r ................................................................................................
( u m u r ......................................... tah u n  telah m einenulit tu i.is  um ur 19 i J u m )
a g a m a ......................................................................................................................................
p e k e r j a a n ........................................................................................................ .......................
te m p a t k e d i a m a n ..................................... . .......................................................................
s eb e lu m n y a  - C- UITI Perna^  «) Jrawin d e n g a n ............................................................

p e rn ah

an ak  laki-laki d a ri suam i jsteri

dan

l e m p i l  d a n  t a n d a i  l a h i r ........................................................................................  ................................................

( u m u r ...................................................................t a h u n  le la h  m e m e n u h i l u i  n  u m u r  l i i  l a l m n ) ,

a g a m a .................................. ■......................................................................................  • •

p e k e r ja a n  . . .  ....................................................................................................  .........................................

(em pat k ed iam an  ..........................................................................  . .
seb e lu m n y a  ^ c'*ufn kaw in d e n g a n ...............................................................

pernah

a n a k  p e r e m p u a n  u a r i  > u a m l i s l e r i .............................................. ..................................................

m r m b j i i t a h u k a n  d e n g a n  h o r m a i  k e p a d a  S a u d a ra  K t -p a la  I l ’ c i a w j i  L i u r  l i i a v j  P e n c * !> i  S i p i l  /

P e ja b a l  K h u s u s  .. ..........................................................................................................................................................................................................................

b a h v a  k a m i/ m e r e k a  * )  2k a n  m e la n g s u n g k a n  p c r k a v w n j n  » b n  d i y i m l j  a i r a r - t c n U n i i  p e n i l i i i i i a -

h u . in  i n i  d i c a i a i  M.‘ r i a  d ia d a k a n  p e n g u in i in ia n  s c p c r lu n s  j  '

. . . .  - ■ ■ . . . . . . . . . . . .  1 ^ - . . . -

( . - •

*) C0f<t yan| tlJ lk  perlu
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1>A1'TAK
UNTUK

(,\n

I l . m  i ' i  I j i v v ‘ I .........................................................  ..........................» t f / il iu  i c m l i i l j n

r a t u s ...................................................................................................... » j J j .................................................................. .................................................I ’c t j w a i

L u a r  U i j i j  P e n c a t a t  S i p i l / P f j . ib . i t  K l i i i> i :s  d i .......................................................................................................................................................

m e n g u m u m k a n  . l i  K a n t o r  i n i ,  y a l .n i  K : » n t o »  i c m p a t  m r i i j v k n i y  i . i k a n  d . - f t . n  i l j f l a r  C j u u u  S i p i l ,

b a h w a  p a J a  l i a r i ....................................................................................... I j i .»> m I .....................................................................................................................

j a m ........................................ ... .................................................................t e m p j l ...................................................................................................................................

b e n n a k s u d  h e n d a k  m e la n g s u n g k a n  p e r k a w in a n  : .........................................................................................................................................

.................................................... l a h u n ,  a £ a n u  ..........................

..................... ...  k l i i p . i t  k a l l j i i u i l ...................

d a h u l u ..............................................................  p e n u h  ¡ . j » m

a n 2k  l a k i - l a k i  d a r i  : .......................................................................................... .

u m u r .......................................................................tahun , a^aiiu  .
p e k e r j a a n ........................................................................................t e m p a t  k u l u m . . n

d a n ......................................................................................................................................................

u m ur ................................................. .. l a t i u . i , .
p e k e r j a a n ........................................................................................t i m p a l  k i - i l i . i m . : : i

d o i .

.......... (jliun, ufjii'j . . .
■ . ...................................H i i i p j i  k c . l i . n i i . i n  . . .

d a h u ju  ...........................................................p ^ in . i t i  k j w m

anak p£re.t!puji> d j i i  :
u m u r  ................................................................................................... t a h u n ,  a g jm . i .  . .

p e k e r j a a n ........................................................................................ te m p a t  ^ e . l i . m i j ' i

d a n ...................................................................................... ... ■ ............................................................

u m u r  ....................................................................................................t a h u n ,  a i ' j i n . i  . _

p e k e r j a a n .........................................................................................te m p a t  k f . l i . u i i . n i

u m u r . . 
pckejjaan

um ui . 
pekerja,
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.... '. D A l l A l t
U N T U K  '

P E N G U M U M A N
H ari in i U i i f g a l .............................................................. ....................................................*en b u  scm lu lan

r a l u s ...............................................................................s a y a .....................................................................................P <M W»'
L uar B iasa P e n c a ta i S ip il/P e jab a t KJmsus d i ...................  .....................................................................................
m e n g u m u m k a n  d i K a n to r  in i, y ak n i K an to r tem p a t n n -n y cU n K fjr jk an  d ^ f i j i -d a f ta r  C a ta ta n  S ip il,
b ah w a p a d a  h a r i .................................; ...............................i j n f p i l .......................................... ...........................................
j a m .................................................................................... te m p a t .................................  ....................................................  ■ •
b e rm a k su d  h e n d a k  m elan gsu ng kan  p e rk aw in an  ............................................................. .. .........................................

u m u r  ...........................................  ..................t j h u n ,  a p j m j ....................
p e k e r j a a n ................................................................   ....................  U m p a t  k a l i a i »  m . . .  .

.............................................. d a h u l u . .............................................. p e n u h  kau
* . f 1

an ak  lak i-lak i d ari : ...........................
u m u r  ..................................................... ... ............................................... t a l i u n ,  « g j m j .  . .  .

p e k e r j a a n ............................................................... t e m p a t  k e J u m j n  . .

d a n ...................................................................................... : ......................................................................................

u m u r  .......................................................................... .............................t a h u n ,  a g j m a .........................
ir  .

p e k e r j a a n ................................................................ .............................u i i p a i  k i J u n u n  . .

;  7 d a n
»*•

........................................................ ..  V ;.................................  .

u m u r  .................................................................................................... l a l i u r . ,  i f j n u

p e k e r j a a n ...................................... ......................................................  t c m p . i l  k c . l i J i n . i i >  . .

....................................................................d a h u l u  ................................................................. i’c i i i j I i  K j

a m k  p e r e m p u a n  d a r i : ........................................................ ......................................................................................................

u m u r  .........................................................................................................  t a h u n ,  a p i i ' j ..........................................................

p e k e r j a a n .............................................................................................. t e m p a :  k c . l t - m . n i  ..................................

d a n ......................................................................................................................................................  ...................................

u m u r  ..........................................................................................................t a h u n ,  a g a n u  ................................................

p ek erjaan  .................................................................  .................
D e m i k i a n  p e n e m u a n  i n i  y a n j :  i c M i  v i ) . <  I m u I  ' - » m - ' " « -

I u j i  l l u v j  I ’c i U j I j I S i l ' i i /  

I V j j l u l  K I i i i m u . .
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M o d e l  ; JDAFTAR
U N T U K

P E N G U M U M A N
H a r i  i n i  t a n g g a l .......................................................................................... ..................................................s e r ib u  s e m b ila n

r a , “ s ....................................................................................................... s a y a ...................................  ................................................................ P e g a w i i

Luar Biasa P en ca ta t SipIJ/Pejabat K huw s d l ........................................................................................................
m engum um kan  d i K an to r ini, yakni K in to r tempat nienyclonjvafakan iIjT iar-dafiar O a u i in  Sipil,
bahw a pada h a r i ............................................................... tunggal................................................................................
j a m ................................................................................te m p a t.... ....................................................................................
berm aksud  h en dak  m elangsungkan perkawinan : ...............................................................................................

u m u r .............................  ..........  ............. . . . .  tahun, agam a........................
p e k e r j a a n ....................................................V .. . .  tem pat kediam.m ................

t
.............................................................. d a h u l u .................. ............................................... p e rn a h  k a w in .

a n a k  la k i - l a k i  d a r i

u m u r  ........................................................................................................t a h u n ,  aga m a .

p e k e r j a a n ........................................................................................ t c m p a i  k e d i j n i j n

d a n ............................................................................................. .......................... .....................................

u m u r  ................................................................................................... t a h u n ,  ae’am.i. . . .

p e k e r ja a n  .... ...................................................................... ... te m p a t  k e J ia m a n .

d a n

u m u r  ..................................................................... ... ....................... ■ t a h u n ,a g a m a .  . .

p e k e r j a a n ............................................................................... ... • te m p a t  k e d i* m .in ......................

.................................. d a h u l u ............. .............................  p e rtu h  k jw m .

anak perem pu an  d ari : .................................... .............................  .......................■------  >
u m u r ..................................................... ................tahun, . .
p e k e r j a a n ..........................................................................................^ e d ia n w i :  ..................

d a n .......................................................................................................................................................... ' '

u m u r .................................................. ................. tahun, agam a. . •
pek e rja a n ......................................................... .. ■ " ™ P al k<diatn..n • ■ • •

D e m i U i n  p o n u u m u a n  i n i  y a n g  ie !a h  l -u a t  d .m  s.i > .i I

| V t - . » » . i i  I i i . i r  I l u - ' J  I V i i c j I j i  S i p i l :  

' I V j . i l t . i l  K I i i i m i '

Kompetensi lembaga..., Suharsoyo, FH UI, 2008



Lampiran 10 PMA N o. 2 Tkliun 1990
— I*ual B »y»t ( I )  hutuf c -

M o de l N4KANTOR DESA/KELURAIIAN : ........ .....................................................
KECAMATAN : ..............................................................
KABUPATEN/KOTAMADYA : ..............................................................

S U K A T  K E T E R A N G A N  T EN T A N G  O R A N G  T U A  
N o m o r .........................................................

Y an g  b e r ta n d a  tan g an  di baw .ili in i m enerangkan  dengan sesu n gg u hn ya lu h w a  ■

1. 1. Nama lengkap dan alias : ......................................................................
2 .  T e m p a t d an  tanggal lah ir  : ................................................................................
3. Warga negara : ......................... ; ....................................
4 .  A g a in *  : .....................................................................................
5 . P ek e rjaa n  . : ................................................................................
6 .  T e m p j i  tinggal : .............................................. ................................

I I .  1 . N am a leng k ap  d an  alias ’ ................................................................................
2 .  T e m p a t d an  tanggal lah ir ' ................................................... ...........................
3 . Warga negara : ........................................................... ..
4 . A g a m a ' : ................................................................................
5. 1’ckctj.ian ......................................................................
0 .  1 em p a t tm g g jl ................................................................... ...

a d a la h  h c tu i  ay a h  k an d u n g  d a n  ibu  k an d a n g  J u n  seo ian g  :
1. N am a len g k ap  d an  alias : ................................................................................
2 . T e m p ? t d an  tanggal lahir ........................................................................................
J .  Warga negara : ......................................................................
4 . Jen is  k e lam in  ......................................................... . ..................
5 .  A gam a ................................................................................
t>. P c k tr ja a n  - ............................. ..................................................
7 .  T e m p a t ting g al : . . ......................................................................

D em ikun lth , surti keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan 
untuk  digurakan seperlunya.

.................. »»...
K epala O a a . 'L u ra h  ......................................
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M odel N 7

L am p ira n  : le m b o r
P e rih a l : P e m b e r ita h u a n

K e h e n d a k  N ikah K ep ad a  Y ih .
Pegaw ai P e n c a ta t N ik ah  p ad a 
K U A  K e c a m a ta n /P e m b a n tu  PPN 
d l ................................................................

1 9 . . .

A ssa la a m u 'a la ik u m  w  .w .
D en g an  in i k a m i m e m b e rita h u k a n  b ah w a kam i b erm a k su d  ak an  m elan gsu ng kan

p e rn ik a h a n  a n t a r a ............................................................... d e n g in ......................................................................
pada hari............................... tanggal............................... jam..................................dengan
m a s k a w in .......................................... d ib ay ar tu n a i /h u t in g * )  b e r te m p a t d l ..........................................

B ersam a in i k a m i lam pirk an  su ra t-su ra t yang d ip e rlu k an  u n tu k  d ip e rik sa , sebagai 
b e r i k u t :
1 . S u ra t K e te ran g an  U n tu k  N ikah  .m o d e l N 1
2 . S u ra t K e te ran g an  A sal-Usul .m o d e l N 2
i .  S u n  t P e rse tu ju a n  M em pelai .m o d e l N3
4 . S u ra t K e te ran g an  t e n ta n g O n n g T u a  ,n io d e lN 4
>................................................ ; , .

......................................................
t , ..................................................... ....................................... .... ,  ,

8.........................................................

K iran y a  d a p a t d ih ad iri d an  d ica ta t p e laksan aan ny a vMuai d en g an  k e te n tu a n  p e i- 
u n d a n g -u n d a n g a n  y an g  b e rlak u .

W is u l tm ,
D ite rim a  u n g g a l ......................................  Y ang  m e m b e r ita h u k a n .

Y ang  m e n e r im a . C alon  m e in p c la i /w a h /w tk il  w ali * )
P P K T e m b a n tu  P P N * )

.................. ••) .............. -.... -■*'

* ) c o re t  > an g  a d t k  perlu  
* * l  n a m a  te ra n g
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KANTOR DESA/KELURAHAN 
KECAMATAN
KA BUPATEN/KOTAMADYA

I¿impitan I I  l’MA No. 2 Tahun 1990
-  I'iiul H ayal ( J )  huruf b -

M odel N 6

S U R A T  K E T E R A N G A N  K E M A T IA N  S U A M I/IS T R I

N o m o r : ...............................................

Yang berlanda langan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa '■
1. I . N am a  le n g k a p  d a n  a lia s  .............................................................................................

2 . H iu /b in ti  .....................................................................................................
3 .  T e m p a t  d a n  U n g g a l la h ir  .......................................................................................... ..
4 . Wurga negara ............................................................................
5 . Agama . ............................................................................
6 . ('«kerjaan terakhir ....................................................................... ....
7 .  T e m p a t  tin g g a l te ra k h ir  .............................................................................................

tc la li m en in g g a l d u n ia  p a d a  tang g al ............. ............................................. .........................
d i  .............................................................................................

I I .  I . N a m a  le n g k a p  d an  alias  .............................................................................................
Hm/binii . ..........................................................................
T c m p a i d an  lan g su l la lu i .............................................................................................

•1. W aip .i n r p i r a  ..................................................................................................
5 .  A g am a .............................................................................................
h .  IV k c r ia a n  ic ia k l t i t  .............................................................................................
7 .  1 ein;>ai c n g g a l le ia k h i t  .....................................................................................................

a d a la h  s u a i iu :u i r i  tu a n g  y a n g  icU h  m en in g g a l t c n e b u l  di a l u .
D cm iktanLV n s u ra t  k e te ra n g a n  in i d ib u a i d en g a n  m e n p n p l  s u m p a h  ja b a ta n  dan  d ap a t 

d ip e rg u n a k a n  s e p e r lu n y a .
...................................................... 1 9 ...
K ep a la  D m / L u t a h ......................................

• )  n a m a  te ra n p
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M odel N 9

K A N T O R  U R U S A N  A C A M A
K E C A M A T A N  . ; ..............................................

K A B U P A T E N /K O T A M A D Y A ...................................

N o m o r
Lampiran
P e r ih a l

.......................................  ...............................................................  19 .

P e n o la k a n  P ern ik a h a n
K e p a d a  Y t h .

S a u d a ra .
d i ............

A iu U a m u ’i l i ik u m  w .w .
S eh u b u n g an  dengan  su ra t kam i N o m o r ................... ta n g g a l..........................

k e p a d a  S tfuuara p eriha l p e m b e ri ta h u a n  ad a n y a  h ila n g a n /k e k u ra n g a n  p e r 
s y a ra ta n  dan p en je lasan  k an u  k e p a d a  S au dara  p a d i  t a n g k i ................................

D engan u n  d ib e ritah u k a n  b ah w a k am i m en o lak  u n tu k  m e lan g ju n g
k in  p e rn ik a h a n  a n t a r a ............................................... d a n ..............................................
d en g a n  a l a s a n ...........................................................................................................................

A p a b i l a  S a u J a i a  tivl.nk > l. ip a l  m r n c n n u  ;< n o | a k a n  t m c b u i ,  d ip e i  

s i l a k a n  S a u d a r a  i n o n g a i u k a i i  -k e b e r a t a n  k e p a l a  P e n g a d i la n  A g a m a  se  

t e m p a t .

D cn u k ia n lah  a p i  n ic n u d it .a n  m ak lum .

a s s a l im .

P e g a w a i  P e n c a t a t  N i k a h  T e m b a m  u  

P e g a w a i  P e n c a t a t  N i k a h * )

• )  c o rc t  y a n g  tid a k  perlu  
n a m a  te ra n g

*•>
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Lampban 7 F M \ N o. l  T ih # «  1990
-  P tu i  J  -

M o d d  N 1

K A N T O R  D E S A /K E L U R A H A N  ......................................................................
K E C A M A T A N  ; ......................................................................
K A B U P A T E N /K O T A M A D Y A  : ......................................................................

S U R A T  K E T E R A N G A N  U N T U K  N IK A H
N o m o r :

Y a n g  b e r ta n d a  ta n g a n  d i b a w a h  ini m e n e ra n g k a n  dengan  te ju n g g u lin y a  b a h w a  :

1 . Nama le n g k ap  d a n  alias
2 .  J en is  k e la m in
3 .  T e m p a t d a n  tang g al l i h l r
4 .  W arga n eg ara
5 . A gam a '
6 .  P e k e rja a n
7 .  T e m p a t ting g al
8 . B iu /b in ti
9 .  S ta tu s  p e rk a w in a n

a .  J ika p n a .  ic ia n ^ k a n  je ja k a , 
d u d a  J ta u  l ie n s u i  dan  
U ta p a  ts tn n y a .

b . J ik a  w a n ita ,te ra n g k a n  
p e ra w a n .a ta u  janda

10. N am a i i tn /s u a m i te rd ah u lu
IV n u V u n U K , sura t k f te ra n p a n  m i d ib u a t den pan  m eng ingat lu m p a li ja b a ta n  d an  

u n t u k  d ig u n a k a n  v ep c ilu n y a .

19 ,
K epala  De u /L u r a h

• )  n a m a  te r a n ?
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L i a p k n a  *  F U A . N o .  J  T t * u >  1 7S0  

-Kn]((yii(1)k«Lnirb -

M o d e lN J

S U R A T  P E R S E T U JU A N  M E M PELA I

Y an g  b e r ta n d a  ta n g a n  d i b a w a h  in i ■ 

t .  C a lo n  S u a m i :

1. N a m a  le n g k ap  d a n  a lia s  - ..............................................................................
2. Bin ......................................................................
3. Tempat dan tanggal lahi; : ...............................................................
4 .  W a tg a  n eg ara  . ...............................................................................
5 . A g am a ................................. ....................................................
6. Pekerjaan ’ ................................................................
7. Tempat tinggal ..............................................................

I I .  C a lo n  I s t r i :

1. Nama lengkap dan alias .......................................................................
2. Bin d . .............................
3. Tempat dan tanggal lahir ■ .................................................................
4. Warga negara : ................................................................
5. Agama : ..........................................................
6. Pekerjaan : ...................................................... ...
7 . Tempat tinggal : .................................................................

m e n y a ta k a n  d e n g a n  s e su n g g u h n y a  b ah w a a la s  dasar suk a  re la , dengan  k esad aran  se n d ir i , 
t t n p a  p a k sa a n  d a r i  s la p a p u n  ju g a ,  s e tu ju  u n tu k  m elan gsu ng kan  p e rn ik a h a n .

D e m ik ia n la h  s u ra t p e rs e tu ju a n  in i d ib u a t u n tu k  d ig u n ak an  sep erlu n y a .

1 9 . . .

t .  C a lo n  S u a m i. II. Calon istri.
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£ / 7 V  ______
./ f  - ¿><£. -

' /af f f i f t e t / f f .....................
. .....................................................................

C o 7 / iiv f c v t o 'r f f ............................. . . ,  .

'S t n £ ....................................................
................. ....

6 R ^ M . . ” i S 5 '
mda) antara dia sendiri dengan :

C A LC N  ISTRI
1. N am a lengkap dan alias
2. Tem pat dan tanggal lahir
3. W arganegara
4. A gam a
5 . P e k e r ja a n

6. Tem pat tinggal
7 . Pendidikan terakhir
8 . S tatus sebelum  nikah 

(peraw an atau janda)
J ik a  j t n d a : .
a . N am a dan  tem pat tinggal bekas suami
b. 1 anggai m enjadi jand a
c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kem itiaji/surat 

keterangan mati)
D ari instansi 
N om or dan tanggal surat

- 4. Sem enjak m enjadi ja n d a  pernah rujuk atau nikah
e . W aktu akad nikah sudah atau belum  lepas iddah

9. N am a calon suam i
10. A dakah hubunga/i nasab, rodla’ah atau mushaharah (sem en d a)jn ta rad ia  sendirj den

a. Calon suam i
b. B ekas istri calon suam i
c. Istri atau istri-istri calon suami

11. A da per&etujuan calon suam i
12. M in ta kepada suam i sesudah akad nikah membaca 

d an  m enandatangani taklik  talak
13. J ika  calon istri anggota angkatan bersenjata

a. Peja’is t pem beri iz in
b . N om or dan ta n jg a ) sura t

14. J ik a  pernikahan cam puran 
x  Intansi pem beri keterangan 
b. N om o r dan tanggal surat

15. Pernikahan ke berapa
16. J ika calon istri belum  m eu iapa i um ur 16 tahun

a. P engadilan  pem beri dispensasi
b. N om or dan  tanggal surat

17. J ika ca lon  istri belum  m encapai u m ur 21 tabun
a . N am a ya>ig m em beri izin
b. H ubungan  k e lu ar;»
c. Sebab
d. N om or dan tanggal surat

1 8. O rang  tua k a n d u n g :
a. N am a

. b. W arganegara 
' c. A gam a

d. Pekerjaan
e. T em pat tinggal

A4/&r/r

A y a h :
/ T i n r a - m t/SA./A/f

7~0/7/ /*/?/>/

Kompetensi lembaga..., Suharsoyo, FH UI, 2008



\0 
9.1 RnñQP.9/1

tiJ*

TAN D A TEfljM A  KUTIPAN AKTA NIKAI 

NOMOR AKTA NiKAR

Tinggi! fnk*h 
Nun* tuam*

Ntm i fitri

Ptritrlmi

Nam»

Alam»!

E RIMA KUTIPAN AKTA NIKAhft

,fí>, \\J ,A A  '

¡ $ 4

. g r ir ^ -^ r —

r j i tXZiS,

Nomor KTP/SUUPupor*) :

9 T
Twigyal........_ .....

Tanda Ungl/'

08

TANDA TERIM A KUTIPAN AKTA NIKAI 

3MOR AKTA NIKAH;

nggal niluh 
im t avaml

im tllM

narima

im*
•mil

:r im a  k u t i p a n  a k t a  n ik a h .

L d éf,J& S ,A iL ,áS>  '

yg'sm ¿ ,  ¿ A '

• ^ U # < í t í -____

M ®
p s f c z z z z z

amor KTP/SIM/P upo*’ )

Tinggi. ....,.< £

raml̂Unftn
c y ^ \ \ .

•) C oral y an g  tidak p a d u Coral yang tidikpifti
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. -ii■...»nun BilU
* Pasal 7 ayai (2) -

Lam piran  : ........................ Lem bar
Perihal : Pem beritahuan 

Kehendak N ikah

Model N-7
..20?.?..

Kepada Yth.
Kepala K UA Kecamatan/Penghulu
Pembantu Penghulu „ . dj B o K a a l  S o l a t a n ___

A ssa lrm u ’alaikum  W  r. Wb.

j^en g an  in^jtam ^m em beritahukan kyn^byjjjyJcsud akan melangsungkan pernikahar.

_. d ibayar tunai/hutang bertempat d i ..

B ersam a ini kami lam pirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa, sebagai beriku t:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

S urat K eterangan U ntukN ikah , model N 1
Surat K eterangan A sal-U sul , model N  2
Surat Persetujuan M em pelai , model N  3

M M
■T-^Gorpy^T^'tX^KTF^" 
• f c u t ± * a n - " A k t a - " f to - l a h i r a n  
•prca>y^eW*'J?tr---

H an y a dapat dihadiri dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan per undang-undangan 
y ang  berlaku. . ‘

**) nam;

V) -•H M A D  SUMRON1
NIP. 150 240 773

- Wassalam,
Ycng memberitahukan. 

Calon mempelal/wali/wakil wali*)

.

Sltl Aoijrah. „j

sfi*'
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J
K A N T O R  D E S A /K E L U R A H A N  : a y  a .................
K E C A M A T A N  . B ° * a s l  S e l a t a n
K A B U P A T E N /K O T A  • B  6  k  a  3  *

S U R A T  K E T E R A N G A N  U N T U K  N IK A H
Nom or t .....

Yang berlanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahw a:
1. Nama lengkap dan alias
2. Jenis kelamin 
J . Tem pat dan tanggal lahir
4. Wargunegara
5. Agam a
6. Pekerjaan 

. 7. Tem pat tinggal
8. Bin/binti .
9. Status Perkawinan

a. Jika pria, terangkan jejaka, 
duda alau beristri dan 
berapa istrinya

b. Jika w anita, terangkan 
perawan atau janda

10. N am a istri/suami terdahulu
Demikianlah, surat keterangan ini ¿■‘vi?* Hengan men?>ngat sumpah jabatan  dan untuk 

digunakan seperlunya. . ■

S i t i  > B iy a h

: -inum'aix...........
• ■ ^  ."t'. i ,- , —   —  : d a J.a. . ... Q3 /.0 3  
: .ittLateDi..............

VeT&itsh
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I'
c

n

Model IS-2

K A N T O R  D E S A /K E L U R A H A N
K E C A M A T A N
K A C U I'A T E N /K O T A

Margaiaya
'Beka¿d ’Selaian........

U V  fc’a ..o‘
B  1

'g I 
1. 
2.
3.
4.
5.
6.

3 . ’
4 ./

5.1
6.1

:!»h I 
l.>
2. T
3. V
4 .J (
5. A
6. P i

7. Tc

1. Yang b ertan da  tangan di bawah in h jy i/ra n g i
1. Nama lengkap dan alias
2. Tcmpal dai. tanggal lahir
3. Warganegara
4 . A g a m a

5. Pekerjaan 
fi. Tcmpal tinggal

dengan sesungguhnya bah w a :
.........; 4 i .....................
tampung'» '1$ Juni
I p i ö n ö ' s i ä .....................................
i a i b r a  .
W i r a s w a s t a  .........................
M arga j ä y ä  Iv i ”  Ö 3 /Ö 5

adalah  b en ar anak  kandung dari pernikahan seorang p r i a : 
I. Nama lengkap dan alias ■ •—s t a m
2. Tcmpal dan tanggal lahir
3. Warganegimi
4 . A g a m a

5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal 
dengan seorang wanita :
1. Nama lengkap dan alias
2. Tempat dan tanggal .lahir
3. Warganegara
4. A g a m a

5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal '

Tî Pî alok,.,$C Tahun.
InAono uia..........
I g l a o . ..............................................SwaaiftM Tani ’" * ” ” ’ 
Vimj’urvs...........

. .Husrlnl......... ......

. .Jxqng&qlp.k». .50. .TahuQ. I-Aoncsia
'Islam.............
‘Tani..
tamjun/;.

unakar

D e m ik ia n la h ,  s u ra t  k e te ra n g a n  in i  d ib u a t  d e n g a n  m - i n g n y y t  s u m p a h  ja b a t a n  d i in  u n t u k  

d ig u n a k a n  s e p e r lu n y a .

o08 
igajaya...

*) nam a lengkap

l a m a  le

• ’i f,r , . '•
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M o d rl N -4

NTOR DESA/KELURAHAN
CAMATAN
BUPATEN/KOTA

M argajoya  
'"Bbliosi"'S0I a ta n "
B o k a s i

SURAT KETERa 
Nomor

■,Ra NGAN TENTANC ORANG TUA

g b e r ta n d a  tang an  di baw ah  ini m enerangkan dengan sesungguhnya 
1 Nilmn ImoViin ilun nllni - Pil8tf3ffl

b a 'i w a :
1. N am a lengkap dan alias
2. Tem pat dan tanggal lahii
3. Warga negara
4. Agflm«
?. Pekerjaan
6. Tem pat linggal

1. N am a lengkap dan alias
2. Tem pat dnn tanggal lahir
3. W arga negara
4. A gam a
5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal

Tran'î aioV'"5«"TaB.-Qii" 
T n ien eo £ a 'YsTA'm........
Td n l...........
Xanipii'ng'"'"
M u sr io i
'i':renggal9]ic’i’‘‘̂
I n d o n e s iaIslam .................................
tarai...................................Xampimg...............*...........

:!ah b e n a r  Ayah d an  Ibu  k a n d u tg  d ari seorang  : .  ,
I. N am a lengkap dan alias •
2. Tempat dan tanggal lahir
3. W arga negara
4. Jen is kelamin
5. A gam a
6. Pekerjaan
7. Tem pat linggal

Y s s s s r v f ' y ^ r m a ............................T̂ 4oiio8ia.......................

T a la m ......................................
MraswaSa.......................MSrga jay a"Ri""‘03‘/!?3

Demikianlah surat keterangan ini dibuat depjwnTRTrgjgjat sum pah jabatan  dan untuk 
imakan seperlunya.

JlJXl3_____20 O.tL
!d3£9___

ram a leng k ap
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Lnmp\ran 9 K M A  No. <>11 Vohun 1004
• Pasal 7 uyal (2 ' h u ru fc  -

Model N-3
SURAT PERSETI1JUAJ1MEMEELA1

N o m o ;: ...........................................................

Yang bertanda tangan di bawah in i : 

] . C alon  S u a m i:

1. N am a lengkap dan alias
2. Bin
3. Tempat dan tanggal lahir
4. War^a negara
5. Agam a
6. Pekerjaan
7. Tempat tinggal

Huan« Mu Pa•Humlng-Yad—Ttms.........

................... ...............
Isian

...Swasta.............. ......... ..............
"KIWan................ .

II. C alon  I s t r i :

1. N am a lengkap dan alias
2. Binti
3. Tempat dan tanggal lahir
4. W arga negara
5. Agama
6. Pekerjaan
7. Tem pat tinggal

S i t i  A sljah
Mi atau 
T̂ ni?uii5;"'l5‘"J'uhT"'T57* 
xmIiBo8x3
Tsxm—
TTI'raefwaa'ta'*'............
•MaTXaityra"Itt-;-e?/-03-l0liraBi----

m enyalakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran  sen d iri tanp a  paksaan  
dari s iapa pun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan. •

D em ikian lah  surat persetujuan ini dibuat untuk d igunakan  sep erlun y a.
' ) 

' ....B ek asi, 5 .......... ?f) 81 ^

I. C alon Suam i, II . C a lo n  Is tr i,
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TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE
12 th FLOOR, GEDUNG ARTHA GRAHA 

Jl. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 JAKARTA 12190 

Tel.(021 )5 15-1111, Fax.(021 )515*3145

Ref No.3789 
21 April 2008

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa warga negara Taiwan bernama 
Huang,Mu-Fa pemegang paspor No.216059824 berdasarkan kartu 
keluarga yang dikeluarkan kantcr kependudukan Taiwan tanggal 15 
Februari 2008 adaiah berstatus single.
Surat keterangan ini diberikan atas permintaan Mr.Huang,Mu-Fa hanya 
dipergunakan untuk menikah di Indonesia.

$ 3 . 0  9 7 * 0 2 ; !  15 3 £ & « &  5-  P
v

f, ' 1962 *  l l  n  10 a ¡ U '

N0.216059824 •

Assistant
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216059824
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J.11
* ■■! :i r

■:.; yi.; >av», ̂..«̂tfrgcarCT̂v wîwfgspt»EBffB̂B«Sjfc>>̂™ga*gg8H^<̂ai»a« rdW»awI!̂
< - ¿ y & w ir* ^ ' " *il» • n n  n i i « a ? V i '  * ■N om or Induk K ependudukan . 

Personnel Registration Number

U.u i
r

*

I '

i '

PEW CATATvVW  S I F I L
R  E G I S. T R Y O  f  F /1  C 'E  •

W ARGA N E G A R A ......................................... .
N  A T I  O N  A L ¡ T  Y IN D O jM S lA ft  • .

K U TIFA IN  A K T A  K E L A H IR A 1 S
E X C E R P T  O F  B I R T H  C E R T I F I C A T E

Be r d a s a r k a n  A k ta  K e la h ira n  N om or. 
fiy virtiie o fB irth  Certificati Numbcr •
i i i c r .u r u t  s t b l d _________
i m nccorthuice tuith siategazette

9438/KLT/JB/2008

bahwsdi Lampung pada tanggal Uin» belai Juni
tHatM .......... •";...:••••■•••••••••••. Sp35“T?37'"yryijriimfhyayigtt»""'..

v icnTtu ̂bflan ratustujuhpiiuh'dclipin V ■ "telkhlahir .tahun 
' on year ■ w k'T h m m d  m s  'H im  Himf r  m  m  v tn ty  ' i r ih r  •' ■

srn ASIYAH ■

anak ke 
ihild no

satu perempuan daii bapak dan ib u : MESTAM dan MUSRIN1 • ’
.. 'o»t: thi ■dCLU£hTt>rt>fm-mpti.. •*•:..... V* u v o" *v 3C^”*— •* **' * I »V»:..-......

■ ' ' - r - ’ r  r - i .

. . ... • ••:>. ... • • v. • •

Kutipan ini dikeluarkan
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[V. WALI NIKAH

1. Status w ali (nasab/haWrr)

2. H ubungan w a'i/sebab
T N am a lengkap dan alias 

A. Bin

5. Tem pat d m  tanggal lahir
6. Warganegara

7. Agama

) 8. Pekerjaan

9. Tempat Tinggal
t

j *. MASKAWIN

1. Berupa apa dan berapa

2. Pembayaran (tunai/hutang)

p C f & -
Y & M & t _______ ;__________ ___ _________

I VI.

II

PERJANJIAN PERKAWINAN 

Jika ada perjanjian sebutkan T  W »  A :  & £ > /?

II. TAKLIK TALAK ' 

Calon istri m inta taklik talak atau tidak minta
/ V T f A / r n  •

\'UI. Penghulu sebagai PPN yang m em etttsa :

1. Nama

2. Jabatan

3. KUA Kecamatan

/ / *  0 - S t//r> JZ .O M /
P P M  
" jB 'e / c ijl r /

t .

pembantu Penghulu yang memeriksa/mengantar

1. Nama

2. Tem pat tinggal

3. Surat Keputusan
. p e p A  xf ... ..

Tanda tan g an !

I. C alon suam i 2. Calon istri 3. Wali nikah .4. Pembantu Penghulu 5. Penghulu Sebagai PPN

Y , >  (? 5

\  ^  O K .
* *

. k

■ n: ’
5 ' '

* •

/ S / j t f a c >

...........................................................................................

J n d M e t t O ' ................./ ..
. fSCa/jry.........................................................................................................

'jr z r / 7 / ......................................... . .....
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ah^ka d a lu n  akta aikah,
(2) K M A N o. 477 Tuhan 2004

^  akad nikah d ip e rih i dan dihadiri Pcmb.aotU Pepthjilu atau dilingsuagluin di luar balai nikah, j t l a ib m  saat d ilang iungkann) 
akad n ikah : ...............................  •••   ••'s5r - ..... ’ ■! V ^ / / m , ___

.... y » ™ .....
2. Tanggal, bulan, tahun (Hijriah diri Mu'chl) ' \ J s L ..... ....................................................... f~ f .~ r .4 t . . . .H ...........

dan pukul 
dengan ketentuan sebagai berikut:

-„sw

V. MASKAWIN
1. Berupa apa dan berapa (
2. Pembuyaran (tucai/hutang) ' y v A m /

pC/A C=r**J*sr,

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN
Jika ada perjanjian icbutkan . ,

p / D & A : & /> &

VH. TAKLIK TALAK ’ ‘ 
Sesudah akad nikah suami membaca dan menan
datangani taklik talak (ya/tidak) W - ......

X. Jika cabn  suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada
1. Nama
2. Umur
3. Warganegara •
4. Agama

. 5. Pekerjaan
6. Tempat tinggal
7. Tanggal surat kuasa

XI. Jika wali nikah tidak tndir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :
1. Nama .
2. Umur.
3. Warganegara
4. Agama
5. Pekerjaan •
6. Tempat tinggal _
7. Tanggal surat kuasa

XII. Penghulu sebagai PPN yang menghadiri akad nikah :
1. Nama
2. Jabatan
3. KUA Kecamatan

/Y '  f f '  SCS/77/Z.OATf
/ > p x r .....................

XIII. Jika yang menghsdiri akad nikah Pembantu Tenghulu:
1. Nama , _
2. Tempat tinggul
3. Nomor d u  tanggal keputusan

XV Saksi;
1. Nama
2. Umur
3. Warganegara
4. Agama
5. Pekeijaan
6. Tempat tinggal

^  r m ...........

ifiS r a m z i# .........
f jiz ^ y p y ..... ;........

Sakai
'& £ c / .........

ySJL2j. ......
/cfl5

...

XVI. Jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah, 
sebutkan alamat lengkap :

Kompetensi lembaga..., Suharsoyo, FH UI, 2008



KARTU TANDA PENDUDUK
WARGA NEGARA INDONESIA
KMERINTAH DAERAH KHUSUS B)-KOTA JAKARTA
l l l iwfcll • W«* hwto« Hi** KTf
lUftfc U#i ¥** 14 M ,
Mmbihw< Im<vi 4+iaiI < » » >  itT f b«ra. N l w t tv w  iw* 

p ««tv '* « M  ***cjp~4 M0|£ pid**» kutve+t* /
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i 3 2 0 8 . 1 2 0 1 / 0 1 1 2 5 0 1 0 8
« 0.  VICTOR MATULE SS,Y

J w k l M u n i a  i L A * I “ L A K I  ■ Golon#»« d » n h  i

T«m|MÜV-bUr'< «ANPK’A, 1 OES 1950
SutwP¿¿w. » 3 t*l U M XAWIN . AflWM.KR ISTEN
Pik*rjaM' i a '

Alwiwt . <

R.T. 015 «-W.
KtbinhM i ’

Kk w i m i m  . i 

K o » .  I

fc/lriu hingg>

1 DES
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Ï S S ?  2  KARTU TANDA PENüüDUK
r PEMEW NTAH U A E ÍlA H  KHÜSU5 IH j - IC f i íA  j A h - . : i l A
my. 5jW-w3wi •a !•* •**«•« • I»«4miav« «M«m» «»»kl« |(|« fcvW* Ml*« H Tp^ÜÔW^^^ÉÛlÈÉÜUi IkU» IwllaiC Upl «IM I* lM«l —fcilM» iWMlélt'

« - U^wk tUgtnkl ICTC Um«. m  ■
’ !>»!>» pWMUIf« l»| i<I|MM> i

D 3 7 5 - 3 5 9  ■■

'Yfi / ’*

» »*#M «4M 4tM C*l Urt p+tm«gM#3 * f•#K.T>. /«X « «•!> *» • >■ •
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'  «"I? M -r - '• \..3i 0 k » i» l  75 70¿6 31,9 i' . .
. Â Q O Æ O M r^. J*níj Mifflin ■ !̂ AN , ’ Go?#npn Ofrfh :

‘ 2 * ^ 0)* • I 9^3 . 
■«*̂ •»•"«5* ‘ ;jH00>¡n5.Ú;'J ;• >Áj*nt»•• Jt S*L A.M
- *MÜ*w •..v''»?>MiAHASti?W'i;^; y -i • : ••' .,
*"«»' . .n,! ; ¿L . 'íP IJ< ftU-¡ N {J >'5 '

. p.T. o i t r o h o ' i  á"_<• rte  a s t
KicMWM '■ - ♦• ••Tl̂ 6SBl'!,ll«iiaB3SV'-»»A"”>• '• i» t*»/•■*'• ■ ̂r-* • i » i 1 >> ■ jiiQjy1̂A*#»rl̂W«ÉTr’, Kos •
Ih UIiu Mm}i ■ V y ^  •>■■»- *’

2 7 J UN 19B6*T ...  ̂- . ^ ____
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P  W a rg a n c t-  a In d o n c s i
□  VVnofiin.'g ira  A s in y

□ T n n p r . K o v a rg a n c g a ra a n

pada tanggal

G

N o m o r

Urut PcnanpOiJ/1
----------------elujri!̂ '

3  ^ TUK
------- reNeArFA-TAN PERKAWINAN

T a t a e a ia  p e r k a w in j/ i  d i l a n g s u n g k a n ^  

..................................................................................................................

Mo<le\ : Ẑ
r -

Keterangan tentang
i~ilr>« m>rpft.t-»i p .ii

Keterangan tentang 
calon mempelai waiyfl

|  ^ | l .  N am a keluarga
 ̂N am a k e .i l
Tempat d an  tanggal 

ir /u m ur

TOyltivfry.,.

Agama 

5 . P ekerjaan /P angkal

^  rw * /ru^ i p i3  .

••> ....y f  J .........................

r . w _____ __  **-) . .. ..........
X* “P 9 /̂>>j>l>ckas isicri/$ii*f>rSuuvty\ /J u*/Jv» ( <*''

j t C f c '*  Jfi& isleri  t e r d a h u ly ^ J  | | ^  L  ...................... f  A ,

  ^
I . N am a k d u a r g j

• i . N am a kecil (  L j

* 3. T em p at d a n  tanggal la h ir /u m ir

i i 4 .  A gam a

I S. P e k c ija a n /P a n g k a t
|  I 6 . T e m p j j  t ip ^ g a l/k c d ia g ^ n

B a p a k  ___  _
~ ~ 7  .................. . .

•J*» -............ L / . ..............  .........
l(/ tofTL./  .................. . . . . . .

...................................................................... -------------------------------

........................................................

................................................ ] U r f e ^ ^ r
/  J b u , A  1 b u

.y**J. . . O j ^ a U k / t s :  .
M  ‘  ‘  't e u  . v . U . . ) ...... /  ^  V >  

................  J^^tl.irVrW kv).....

y * ,

^ V : ;  j . N a m a  k c iu u i 
£  - 2 .  N a m u k c c i l•w Jt

1 — 3.  Tempat dao^fnj 
' 4 . Agama

5. Pckerjaun/Pangka
6. Tcmpal kctliamat

j  * ) S -J p a y a  d ila m p ir k a n  p a t lk a n  » k t a  k e la h ira n  » t t u  aurat k a n a l la h ir .
b « t l  c a lo n  m e m p e la i p t l i  y a n g  b e !u m  b t r u j l a  1»  t a h w  d a n  c i I m  
m a m p e la ) w u i l . a  b « lu m  ] C  ta h u n , s u p a y a  d ila m p irk a n  d b .p t n t u l  
P e n g a d ila n .

* *) D i| l  c a lo n  m e m p e la i J a r i  a n ( i o l >  A f l| k a la n  D e ra e n ja u  H .» ,  « u 
.  p a y a  m e la m p irk a n  U l n  Ic r tu t ia  d a r i  P e ja b a t y a n *  d l l v n ) u k  « h H
,  M t n t t r !  H a n k a m / V a n ta b .

* * * )D a g l « / Io n  m a m p c la l y a n g  s u d a h  p e m a h  k a w in  a u p a y a d ila m p ir 
k a n  p . « Ik a n  a k ta  k e m a t ia n  a ta u  a u ta t k « t i r a n | » n  k a m a tia n  d a la n : 

,  h a l p »  ua p t tk a w ln a n  k a ra n a  k a m a tla tt  d a n  p a llk a n  a k u p n c e f i l -
.  a n  a t  i i  a u ra t k i i a n n t u i  p e r e t r a ia n  d a la m  h a l p u t u «  p e rk a w in a n
• k a ra m  c m l .  D a la m  h a l tn aa O i d a la m  Ik a ta n  p c r k a w tn a r  t u p iy a

d la h i| l t k a n  l i l i ,  f e i t j ta d l la n .

Tantto (an̂ an yangbcrkeiKiiVlngin,
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M o d e l : I
t o W O '

K e p a d a  Y th .
Sdr. Kepala/Pegawai Luar Uiasa 

Pcncatat Sipil/Pejabat Khusus 
di -

Yang bertanda tangan dibawah i n i :
.vi .L p ^ r r i ............................................................

tempat dan tanggal lahir . .  . ( . C ^ T .^ . . |'.cfVs.................^  ;
(um ur . .  . . ] . h ............... tahun telah memenuhi batas um ur 19 tahun ).....................................
agDtT>a. . .  . ........................................................................•.........................................
pekerjaan • • ..................................................../ .......................................
tem pat kediam an . . .  .T ^ . ^ . V . V ^ .  . b . . . . ^ .  J . . .
sebelumnya belum_pemah kawin ile n g a n .......................................................................................

p e m a h

anak laki-laki dari suami isteri .

n dan .

. . .  ..............

tempat dan tanggal lahir . . .  . . . .  . ,)'VW V?.. .  ^ 3 . ^ 9 ^ . .

(umur . . . .  .JL. J U ...............tahun telah memenuhi batas umur 16 tahun),
agam a................. .*.......................................................................................................
pekerjaan . .  .M f* r  T V
tempat kediaman

. . belum pensebelumnya -
< £ .' ’ . J  ! j / \ v i  ' & L .
ih •

pemah
'ah:— *) kawin dengan

unak perempuan'dari suami isteri ----- ' f f i ? . ..................................... .

m em beritahukan dengan horm at kepada Saudara Kepala /  Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil /
Pejabat Khusus d i . . .  ........................................................................................
bahwa kam i/m ereka *) akan melangsungkan perkawinan dan dim inta agar tentang pem berita
huan ini d icatat serta diadakan pengumuman seperlunya.

............................................... .. tanggal.......................1 9 ............

’’) cor« y*p* lidik p«rlu
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Model : 3DAFTAR  
UNTUK  

PENGUM UM AN
Hari ini tanggal *?}????. j M l u a r l .................................................................. seribu sembilan

• m us . .  d e lQ Pa n ? ^ ^ .  oaBfl. .................... saya.............................................................................Pegawai
Luar Biasa Pencatat Sipil/PefrWr-Kffirens di K a n to r  Cat-, ta n  .S ip U . DKI J a k a r t a , ..............
mengu.numkan di K antor ini, ynkni K antor tempal menyelenggarakan daftar-daftar Catatan Sipil.
bahwa pada h a r i ............................................................... tanggal............................................................................
j a m ............................................................................. tem pat. AA ....................................................
bermaksud hentfak melangsungkan perkawinan .............................................................................................

DANIEL VICTOR MÀTU1ES5Ï

. . Karyawan . . . . .  J l » K « lu 4  No *19 R t.0015/01 J a k a r t a .p e k e n a a n ........................ ..................................... tem pat kediaman....................................................................
umur l l a a ............................... tahun, agama.............K r is te n  P r o tM ta n

^aWS?1. ......................tempat kediaman.. ^
......................................... d ah u lu ............................................... pernah kawin

anak laki-laki dari : S .  .A1.m,rhura. >....................................
umur ......................................................................tahun, agama.
p ek erjaan ......................................................... . .  tem pat kediaman

AGUSTINAcan
umur .''.**.“Tt<Tr'?**.TTTr................................ tahun, agama.
pekerjaan " i “ .™ ??* 1. ? ? ? « ? . ..................(empat kediaman. ,d l .

« a á m p u lu h  l i m a ................................ tahun, r " - ____K r i e t a n

dan

■ ______________— _ _ _ _ _ _ —  R aden  R o ro  R i n l  R o o a d l a t l  — ____________ _

umur ......................................tah u n ,ag am a..; ............................................................
p ek erjaan ............... .............................................. tempat ked iam an .. )̂.a7.R. »Ol2/013

‘ ‘ b a lu m  . , . "  JAKAMA.,............................................ dahulu .......................................... pem ah kawin.......................................................

. . . .  R.SOEYOTOanak perempuan d an  : . - ..................
umur ............................tahun, agama. ,1. ^ “ .

, . P s g n w a i  B ank  t J a k a r t a .pekerjaan ...............................................................tem pat kediam an.....................................
dan HOSM.INA..........................................................................................................................
umur . * “ p.a ^ V ^ . ? Ui,Uh. .......................tahun, agama. ....................
pekerjaan ............. . .  . tem pat kediaman, . ‘i'i’ -

Demikian pengum uan ini yang telali saya buat dan saya tanda tangani.

Kompetensi lembaga..., Suharsoyo, FH UI, 2008



Model Na

SURAT KETERANGAN UNTUK KAW IN 

NOMOR : ..... *0 2 / 8 5
!, Sama lengkap dan aliasnya . D. V i c t o r  i - i a t u l e s c y .

2. Lakj-I aki/perempuan . l a k i - l a k i .

3. Tanggal lahir (Umur) . 1  D e s e m b e r  1 9 5C

4. Tempat lahir . ¡ - iu n to k .

5. A g a m a • K r i s t e n .
6. Pekerjaan K a r y a w a n .

, Tempat tinggal J a l a n  K e lu d  H o . 1 9  R t  . 0 0 1 5 / 0 1

8. Nama orang iU2 i bin/binti) J .  i j a t u l e s s y .  (A lm a rh u m *

9. Tanda-tanda isimewa ; . -
!0. Jika laki-laki terangkan jejaka, duda

atau masih mempunyai isteri dan
berapa isterinya ■ P e n g a k u a n n y a  B e lu m  p e r n a h  j p . k a h

• ♦» . . Jika perempuan, terangkan perawan
atau jsnda : ........"................  •)

12. Nama suami/ise:: te.-dahuiu • -

Demikjaniah, ani-keterangan iri dibuai denjran mengingat sampah jabatan
dan d ap a t dipergunakan a im an j perlu.

Melangsungkan pernikahan ..19?:?..
di-Kantor Catatan Sipil 

_________JAKARTA.________
*) Jik» kelunhan k u r ir j  m enjstihui ttn- 

t in f  k e id iu i calon rrempeUi k vcr.i 
mertk» Ini penduduk b iw  >tiu telih 
Um» m erw tau (m crdnjfillun  Vim- 
puAjny») d*n ULn-hia »ebib. rn»ki 
titik-titik  IrJ dituiii "tidak dii«Lihul''.
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S U R A T  P E R S E T U J U A N

Yang bertanda tangan di baVah ir i ,  u m r

I. Calon suami:
1. N a m a
2. T in ; | i l  Uhir (umur)

( .J.  A i  a m a
4. Pekerjaan
5. Tem pu i in u » i ,

II. CiloD mm:
1. N a o i
2. T ia tp J  lahir (umur)
3. A |  a a  a
4. Pekerjaan 
j .  Tanpwi » n tp l

D ♦ V ic  t o r  _ r . a t u l e s a y ......... •
Jbluntokj ^ 1  ̂ D esem ber _ __ 1 9 5 0

.Kristen •.............
Karyawan..............
Jalan Kelud ilo,19 Rt.0015/01• • • • • • ♦  * • r » > • » •  •♦* *• • • • «  w

R I U a I E  K O O S D I A H T J .  d  O r .  J  O T O .

2,3.. l'a.han #
Islam ___ 
Swfi.s^.....
flp*. .Ssiteys
JaJcuvtfi. SLela.ta u.

Menyatakan deigan »esuagiuhnya. b ih * a  u u  d iu r  sukarela, tanpa adanya  
tekanan ataupun p a k m o  ¿ari manapun juga., setuju untuk melangsungkan perni« 
kxhxa. >

Demikianlah, ruroi pernyaraan isi dibuai den^aa kesadaran dan dapai diper- 
lutukan di mana perlu. ’ ’ ‘

J a k a r t a | 2 3  D esem ber 1985 
Yang membuat pernyataan

I.
• . ; /. / /. i , "
\  UUlfL'X. *-■<-/

^ V ic t o r  r J a tu le s3 .Y.̂ '

11.

HIHHIli ROOSDIjiRTI S .
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iVtkidel Na

S U R A T  K ETER A N G A N  UNTUK KAWIN

N O M O R :
1. Nama lengkap dan aliasnya
2 . L ak i-lak i/p e rem p u an

3. T anggal la h ir (U m u r)
4. T e m p a t lah ir

5. A g a m a

6. Pekerjaan
7. T e m p a t tinggal
8. Nama orang tua (bin/binti)
9. Tanda-tanda istimewa

10. Jika laki-laki terangkan jejaka, duda 
atau masih mempunyai isteri dan 
berapa isterinya

11. Jika perempuan, terangkan perawan 
atau janda

12. Nama suami/isteri terdahulu

10/1.755.02/1986

Rr. Hini JtoosUarti.....
Perempuan....; ............ ............

2 9  A u i . .  1 9 6 , 3 .........................................................................

ll'edjaa ...................... ...........

..Jfllam................ .
Karyawati 

Jit.Srikaya Mo.3 R t.0012/013

159...............................

•)
Menurut pengakuannya masih.

Perawan. 
.................................................  •)

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah iabatan 
dan dapat dipergunakan dimana perlu.

..... I9®.i?..
5A Menteng ...1)31.?®..

•) Jika kelurahan kurang mengetahui ttri^  
tang keadaan calon mempelai kaierfj 
mereka itu penduduk baru atau 
lama merantau (meninggalkan /J 
pungnya) d in  lain-lain sebab, \m 
titik-titik Ini dltulli "tidak diketam EFJFENDV

i4jT0039814,rr
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s l' ?. A r X£ TER

No. 10/1.755.02/1986

Menteng Dai ain

!• 3 i p i ' c  .
1 . N a n j
2. U m u r
3 - A 3 a m a
■*. Pikcrj-ua 
■̂ T»rr.“¿; »ii!

II. Ibu:
1. S’ a .t, a
2 .- U m u f
3. A j  i  rr. a r
4. Ps'crrjii.-i
5. T t - p i :  r l r . r j i l

a.i-’ih S rrir cri.-j V.U ¿¿.-i w*-.: 1.-4
1. N 1  n! 1  '
2. U m u r
3. Llk;*!aii/Pi:jn:p-:in
4. A g a m a ’
J. Pckirjsia
6. r:“ pu ti.-'j¿i!

R* Soejoto

. .56 th ........  ...........................
I s ia n
peg* Bank Ih d d n e sia ...........
J l.S r ik a y a  No.3  Rt'.OOl?/ 

........ 013 .........................................

R osalina

. . . C » : : : : : : : : : : ; : ; : : : ; : ; : ; : : ;

.. .Islam.......................................
_ _ Ibu Rumah Tangga

J l.S r ik a y a  No.3 R"t. C5012 /  
......... 013....................................

R r.E in i H oosd iarti ‘
’22 th  ..................... ................. '
Perempuan

Islam

: . . K ....... ................
• j} .S r ik a y a  No.3 Rt.OOl2/^

“  013 ............................C<T.'.k:jrJ=h surat V: : - . - ¿L- j U sv_-;Orj j« « ;<a\A■¿3pH

t  'l f  3̂ fe|ta, ;A ,19.S6.
Menteng'\LA C£5\.

A.R: EFFEfrm
NIP. 470039814.'i
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S U R A T  K E T E R A N G A N  A S A L - U S U L

Nomor: 1 0 / jL , , .7 5 5 .* 0 2 / l9 8  6

Y sng beranda »angin di bawah ini, Kepala Desa .M.eirfceng. D a l a m ' . .........................

m e n e ra n g k a n  d engar» « j u r . o j u h n y a ,  b a h * a :

1. N a m a : Rr. f l in i  .R o a sd ia r t i ..........
2. Tempa: dan tanggal lahir ; W e d w » . 2 9  . J u n i .  1 9 ^ 3 ............
3. A  g a m a : ^ l 0? !!.................................................. ...

4. P e k e r ja a n  : K a r j '£ y w 'a .;t . i ...................................................

5 . T e m p a t  t irg ^ a J  : J l - S r i k a y a  N o . 3 - R t . 0 0 1 2 / 0 1 3

i J a l z h  b e n a r  ana k  J a r i p e ir .ik a h a n  « e r i n g  lak i -a k i:

1. N a m a  : . 3 o . e j o ; t o ...................

2. U m u r  ’ : ........... ....
J. A  g a rr a : i®?-?®...........................
4 . P cJc^ fia a n  : a . ...............

5 . T e m p a t  t in g g a l : J 1  » S r i k a y a .  Mo » 3  R t . 0 0 1 2 / 0 1 3  

J e n g a n . s e o ra n g  p e re m p u a n :

1. N a m a  : ........

2. U m u r  : * L f f l ......
3 . A  g a m a : .....
4 . P e k e r ja a n  : J f e i y & w W . ......

3 . Tempat tin&g&I : & * 9 * A k ? a r a .l iP .* 3 .R t .0 .Q 1 2 /o i3
D e m ik ia n la h  s u ra t  k e te ra n g a n  in i d ib u a t d e n g a n  'm engingat su m p a h  ja b a ta n  

<±an d a p a i  d ip e rg u n a k a n  d i  m a n a  p e r lu .

¿ 0 4 - ̂ ....
/ j t f DESA. • ,1>a3ra&
‘Ji( t f c w  v. ■ >> r  *1 - ‘ 1 ¡t

y .......... A.R: EFFEND^
N I P .  4 7 0 0 3 9 8 1 4 . - -
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*!
fl

I!
SI

G E R E D J A  M A S E H I ' P R O T E S T A N T  

S O E R A T  P E R M A N D I A N

f Djoem’at J L  ¡¿o '7'
/

Djopm’firt ^  (—isorz>/e_; No
P ad a^ L . h.b__- ‘ tahoen (seriboe

sembilan ratoes / jJussl__ poeloeh_________ .— ) /
soedah beroleh tanda permandian jang koedoes

L o k l - l a k l  , ____,_____  t/ r ?seorang jang bernama: ..,v

'  -  /  i/r /
-Z3c=>rj/e/ //<?n?A

Ia lahir di_ 

pada /1— h.

/ /st? ___ poeloeh ilk

tahoen—/^7* S~c> 
sembilan. iatoes__Z/'22_sSt— _ poeloeh L  g-?...— ■ . ..)

• • '*'*"• * L’ ♦ .  ■ s ' ' ~ i .* * » i '  • » *

(seriboe

i

d
Ic  I £ 12 IS »a
IIv*

R1

r5

Iboenja ...vV« v.a • v.: *
-  • ‘ ^  - ». ..**;•*.'■* -'A:,:*- *
b«rnlkah *vT.‘v '
toUfc«a>ijca» - '  • \  * -  "•

Saksi-saksi Permandian s
'  , => e,/ kVCSr/<= O  ¿> cl k/.

Madjelis Geredja Djoem'at 
teiseboet,
Pa d a J ^ 3 f e 0 £ ^ 2 i 5 V b  

Dengan namanla, '

^  —  n. r .? r-

J*Q
il i n

tH tb** •
iHiUrf.-’jgg3 BjcatarBSfg
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v

K (GCLOTiGAr? - EP.CtA?) 
K2k?0K

AK?S IC5LT.HIRAH
So. 114/1957

------ D a ri a  f  t a r  S e ia lilran . ur.i-u2: ^clon^an  2?opah jr.ng—
ci Konrol: tielara tahun seribu sfrnifciicrz’aiuy iim 

puluh tudjuh ter:-jeta, bahwa berjiasarla8.:: c'e“̂ ,p.n surat 
penetapan dfcri Hr.lrlm Pcĉ r.cUlP-n wc<;;6ri cr.tvJ: 3e.r.̂7̂  C?.n 

cd *ar̂ :alpinar<; iertar.ĉ al liur. Karftt- 5«c*ibu 6embilanrr.vuo limf-.pultih l-ucljuh nojior* i'elapp.niitt'J.uh enam 
strip seribu ssasbilanratus limapululi tuijub P.Sip.F.,Ci ^-ontol: patla t a n d a i  aa-ku D^se^ber seribu . .«fembilf.:'^*a- •bus-Iim apuluh t e lc l i  t'-ilahir3:Gn: ——— —------------------ —-
----------------- DAKI5L VIGTOP ----------------------
anf»I: l a l : i - l a : : i  Cr^l seo ^ an - In fo n e s ia  Zr i  3 tren. ¿ari i^ .tu -lesrsy  dan i s l - e r in ja  l?s ? sn  S i o (Au -̂u .*? t i n a ) • - — -------------—Pel'lr^.n  i n i  s e s u a i  c.en^ftn heaciaas pai>. s a a t  d ic o r  iizan .-

Ment-o!:, tandai tî abelas ” f. r f> t—  saiibu senifcilRnrr.'our licnpuli:
teiCjuh. — •---- --- -------- -—

Olela Ps^.wfti Lusr-biasa X -jam atan $lpl umrod; i;o lo r^an  Sropah t.i ------

(Id* Eian Sior̂ )

3f.si
50« ----Melihat untu!: pen̂ Q3alisn tanCatanGan. o-lataa tari— •

saut̂ ra Lia Hian l̂oẑ , Pŝ atrai Ltiar'oLfisr. Tjatatr.n Sipil—
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S U R A T  K E T E R A N G A N  L A K T R
f#. No.;, 1 ?4/?ea.7l963*-
\*i.*.- _ .. _.. r. , . „- .... *' W.~~7;k ^ “ ■>'

h#«w»/ _— .padâ -hari ini, tanggal enam bulan Djuli tahu» seribu seibilas ratua enanjuluh tiga datang dih&dapan saja, — •------- !---
--------- JL • D  E  H' A  S

-i Eradja jada E antor W alikota Eepala daerah Medan,karena Vald 
kota berhalangan. berhubung dengan urusan ¿ in a s ,--------- -— . . .  ■——

■ t. J U D U L  R A C H K A T ,-
uaur tigapuluh tudjuh tahun »efcerijaan Pegawai Tata Usaha Bank.

•- Indonesia tinggal di Medan, Gang Sehat 0 0 . 9  D  jalan Gedung Artja 
/enegang £artu Penduduk Penguasa Pereng Svatentra X lTo.$1/03$361 
/DC/iMT tertgl.tudjuh bulan Oktober tahun seribu sembilan ratua 
enaBjuluh satu, d?.n— ---------- -----  —  --- — :---- ----- — .
--- 2. 3 D H 0 T 0
ciur tigasuluh' tiga tahun jekerdjaan Pegawai Tata Usaha Bank In
donesia/tinggal di: Meian., D jalan leairi no.22B Siayang Linun ?e* 
aegang Zartu PendudukfPenguasa Perang Swatentra I Ho.5522/117,—  
922.----------- ;----------------■--  ------------------— :— —
-— i— Zfidua jenghaday atas „yeraintaaa dan kejemringan orang jang 
tera e bu t’ dibavah. _ini neheraagfcaiv-keiada saja-bahwa aereka nenge*
I .  ,  _  .♦ 1 ■ • %<|» • w • • • ' *  • . * # I  ’ • ,tahui benar: ■ ■ - .. „ —  rr , .,m .mm —  — --- — -

— -1 ) bahva  - * 2 r . ^ R t . I  F M ^ ‘B -0  0 S P  I  A K T I \ ---------i---------• .‘• •X .- . 7fJ&’  \  r -  y  J '  . .  . \ t . . .  l ; ltinggal di- -Hedanv^Djalan.lBaa.-Sondjol noY27-betul dilahirkan di 
M B D-'A ii '• • »ada djaa l!Ec.25 v,S.T7 tanggal duapuloh sembilan bui^a 
D, “j u a i tahun . eeribti,'fieai?i2an’ratus enaa^uluh tiga»- ■■ —  ■«
’J4: *1, * V? ^v-*/'y « » « -y*.* •- t..- ■. v .

, 4 1 2/O6.I47I-; tert^bi.iua^fcuiak .Agusfius ̂.tahvin-ssrifci' aei 
¡¿Z^r^jp.an”'ral^Venacvuluii/dua ~sngnf^daxi''Roo3alina Georgina Ver»e*—  

'ersh tersebut,bersana-sana tinggal^di Dlalsn lada 3ondjol no.27ur .\ r?-- 'If - n__ --t ....... •>>-,. >■ v _-  
m 2rat..'J:elak^an<(ket^)'.lzd/¿ibuat dan setelah" 

fjpfS' ¿ibatjakaii serta didjel askaake iua^ eaghaiaj» aenguatkan Vet era-
lis i  I < ^     J a m  VMaUAV\f<k<mMwW'4««. 'V a % ^ A a J 4  A Vkl 11

> '.-¿s’ • - i. /• .•••*,:-
v > 1  ? £ £ • * < • * >  V E S P A L A  D A Z H A H  K S D A lr :
a n j a a  - '• '  '  ' * . V < % > - ^ y ^ - V ’A h l i  P r a i j a ,'  * . . . .  v  ”  i  . V  •
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PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN

SALINAN KESMI 
KETETAPAN PERKARA PERDATA

No. : (VSo/prf-h/P/lQfl6/rN JT-:t SpI

Pemohon R. RORO R1NI R05DIARTI

.Jplf.n Srn.Vnvn IIo.JS Rt.0012/ 

Q1^ Mr>ntf.np Ta'het

X ‘JCAIiTA-SSU>£AN i_______

Diberikan .
kepada : p E W O' H 0 H

Tangga) : 2 2 J A it W A R I  1 <1 8 fi

Y\ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
✓ Panitera Kepala,

U. D
e m i - m e r  perkaba

<OV
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Mo. 30/Pdt/p/l986/PH.Jkt.Sel.

DSKI KKADILAH 
BV1RPA3ARKAN KKTUHANAH YAMO MASA ESA

. —  Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selutun, yang Bonerikoa dan nengadill -
perkara perdata dalam tingkat pertama, tolah mengeluarkan panetapan niybag.-d - 
berikut atas permohonan R.R. RINI ROOSDIARTI ----------------------------
. ■—  Pengadilan Negeri teranbut ;. < ■ . ■ ■ —
---—  Telah membaca surat permohonan dari R.R» RINI ROOSDIARTI, tertanggal Iti
Januari 1986, yang bertempat tinggal di Jin. Srikaya No. 3 Rt. 00?2/013, Non- 
teng Salam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang jelanjutnya disebut scba — 
goi Pemohon j . ---------  —  .... - --- ... — -- —  -
—  Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami aorta saksi-saksi ,.

-------------------- TKHTAHO DUDUKNYA PERKARA s -----------------------------

(enimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya sebagaimana disebut 
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan tersebut dengan No. 30/Pdt/P 

t.Sol., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : - ■ .
Pemohon nV/in melangsungkan perkawinan dongan seorang laki-laki bar

_ _____VICTOR MATULHS5Y.lahir di Muntok pada tanggal 1 Desember 1950, a —
gSHa JCrloten Proteatan, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Jin« Kelud No« 19 Rt.
0015/01» Keluraha Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan

Bahwa, oleh karena Pemohon beragama Islam, sedangkan oalon suami Pemohon 
beragama Kristen Proteatan, maka perkawinan kami tidak dapat dilaksanakan dl - 
Kantor Urusan Agama dan demikian juga di Kontcr Catatan Sipil Pemerintah EKI - 
Jakarta menolak melaksanakan pencatatan perkawinan kanl tersebut }. ■
—  Bahwa Pegawai Kantor Catatan Sipil menyarankan, agar perkawinan Pemohon 
dengan calon suami pemohon dapat dilaksanakan dl Kantor Catatan Sipil, maka <£. 
syaratkan atfasjra izin berupa.' Penetapan Pongadilon Negeri Jakarta Selatan dan 
sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan kaiai ini, maka turut 
kami lampirkan surat — surat bukti sebagaimana terlampir ;. --- —  -■ - -
— ... Berdasarkan hal — fcal yang diuraikan diatas, maka kuci mohon sudilah kl 
tanya Bapak berkenan memberi Penotapan oobagal borilcut t ------- ---  -  ■■ -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas --... —  ■ ■ - ■ ■ ■
2. Membori isin kepada Pemohon dan oalon suami Pemohon ( HAN1EI» VICTOR MATU —

LESSY ) untuk melangsungkan perkawinan dl Kantor Catatan Sipil Pemerintah 
EKI Jakarta } » ..... — .........■ ■■■--------- r--- — — — — — — — —

3. Manberl kuasa
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3. Honberi kucsu dan momerintahlknn kopada Pegawai Catatan Sipil Pemerintah DKI
Jakarta untuk melaksanakan pencatatan porkavrLnan antara Pemohon dengan ca - 
lon suami Pemohon ( DAHIEL YICTOlt MATULKSSY ) menurut daftar pencatatan per 
knwinan yang berlaku ). ....  .....................................

4, Menetapkan biaya - biaya menurut hukum - ■■ --- -----------------

—  ■ Kenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada ton#**
gal 22 Januari 1906, Penohon telah datang diperoldangan bersama calon ommlnya 
dan telah riihnmiVnn surat permohonan tersebut, atae pertanyaan Hakim» Pemohon 
menyatakan tetap pada permohonannya ;. ■ -------- --------------------

---- Neninbarig, bahwa Pemohon dalam peroidangun telah menyatakan s --- ----—
- bahwa Pemohon telah beruoia hampir 23 tahun ; ----- ------------------------------------
- bahwa Pemohon beragama Islam dan akan kawin dengftn DAHIEL VICTOH MA.TULE:!SY#
yang beragama Kristen Protestan ;. -------------------------- ------------

— bahwa Pemohon sudah saling mengerti denga oalon suami, sehingga bersedia ka,
vin dihadapan pegawai Pencatatan Sipil ■■ ■ - ■ ■ -— —------------------

..„■a bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah Isivrin ;. ---- ---------------- ■---- —

kan photo copy surat-surat bukti yang telah dibubuhi moterai secukupnya dan te
lah disesuaikan dengan surat aslinya, sebagaimana terlampir dalam borkas yans
berupa t ----- — — -------  . . .   -----. ■- ■■ ■■ ....... ■
1. Surat Keterangan Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Zantor Penoatatan Si

pil Pemerintah SKI Jakarta, No. 146/1.755•4/CS/l986, tertanggal 15 Januari 
1986 i. ----------------------------:-----------------------

2. Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan Menteng Salam, Mo. 10/1 .755.02
/1906» tertanggal 4 Januari 1986 ;. - . . .  . .

3. Surat Keterangan Asal ifcul dari Kelurahan Henteng Dalam, No. 10/l .755.02/
1986, tertanggal 4 Januari 1986 ) • ■ - . . . ---— - ■

4. Surat Keterangan dari Kelurahan Menteng Dalam» No. 10/1.755.02/1986, tor -
tanggal 4 Januari 1986 ■ -----  ■ ■

5. Surat Keterangan lahir dari Kotapraja Medan, No. 134/Psm./l963, tertanggal
6 Juli 1963 j. — rr-------------------------------1----------------------

6. Kartu Keluarga No. 408141 dari R. 50KJ0T0, yang dikeluarkan oleh Lurah Men
teng Dalam, Kecamatan Tobet, Jakarta Selatan 1. ----- — — ■— ■■■------------

7. Surat Keterangan Untuk Kawin dari DAHIEL VICTOH MATirLKSSY, yang dikeluarkan
Lurah Guntur, No. 334/1.755.02/85» tertanggal 28 Desember 1 £>05 J. —  ----

8. Surnt Keterangan

Kompetensi lembaga..., Suharsoyo, FH UI, 2008



Q. Surat Xetorangnn dari Kelurnhan Guntur , Ho. 334/1.755.02/85« tartanggal
28 Deoon'bor 19G5 i .  ------  ---— --  -------

9 . Surat Porse tujuan untuk kawin, yang di tanda tangani kedai calon mempelri,
tax tanggal 20 Itoaembor 19^5 J. ■■ — "

10.Akto Kelahiran dari DAHI H L VICTOR yiuvj dikolu/irican olah Pog&vai Luarbiaaa
TJatatan Sipil Muntok, No. 14/57» tertanggal 13 »toret 1957 — :-------

11. Surat Peraandian /Surat BabtiB (tori DANIEL VICTOR yiinc dikeluarkan oleh -
Gereja llasehi Protestant Wuntok, Ho. 47» tertanggal 19 Desember 1950 -

12.Kartu Keluerga No. 301519 dari SARDI INDRA, yang dikeluarkan oleh Lurah
Cuntur, Keo&matan Setia Budi, Jakarta Selatan ;. -------- i 1  -----

1 ;
■ Menimbang, bahwa ealCBi— oak3i yang turut menghadap diperai dongan naeing
—  masing beraaran : ■ ■  ----------------- — — ------------1
1. HY. R0SA.LIKA OKORGINK, lahir di Ambarawa tanggal IB Aguskua 1938, agama ls

lam, ibu kandung dari Pemohon ;• ■ ■ ■ ■—  " 1 -■ ---- t------
2. T*. JOE\N MA.TDLKSSY, lahir di Muntok tanggal 24 Juni 1947, agaira ielan, 

abang kandung dari calon suami Pemohon ( SAN IB L VICTOR MATDLBSSY ) ; * ■
yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagal berikut i —

. * ‘ Y
keluarga Pemohon dan Keluarga Calon sunni Temohon menyetujui dan me — 

^  ‘""¿L renoana perkawinan tersebut |. ■ . . . —  ---- ■- ■
,<*an tara Pemohon dengan calon suaminya sudah mengenal aatu aama

dan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya rencana kehidupan rumah -
'a mereka — ------------  ----  —  ■■ ■- ■■

iva perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, ka 
rena kedua calon pengantin/mcmpdlai bord’ia borlainau agama, dondJd.£Jijnga di 
Kantor Catatan Sipil haru* ada izin dari Pengadilan aupaya perkawinan mereka

—  bahwa kepada kedua calon pengantin telah diberikan naoehat dan pengertian 
betapa b acarnya pengorbanan dan saling pengertian yang harus dibina dalam , 
kehidupan rumah tangga yang berbeda agama dan suku ;. ------------  ■ •—
■ . Heninbang, bahwa pegawai poncatat nikah di KUA dan p*> gawai Pencatatan 

pil keberatan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada Izin berupa 
Penetapan dari Pengadilan Negorl Jakarta Selatan, moka pencatatan pencatatan 
perkawinan baru dapat dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah DKI J%- 
Jeu e ta , walaupun keduanya berbeda agama ;. —  ■ —  . — — ----
-----  Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini berpendapat, bahwa pe£
bodaan agama antara Pemohon dengan calon suaminya, bukanlah toroasuk dalam po 
ngertian Perkawinan Campuran sebagaimana dimakoud dalam ¿nira t koterangan dari 
Kantor Catatan Sipil dan juga surat dari Badan Pemsehat Perkawinan Perneliai 
fcan dan Perceraian ( BP - 4 )» karena pengortian perkawinan Campuran sesuai 
dongan pasal 57 Undang -undang Mo. 1 Tahun 1974 tont/mg Psrkawinan adalah 
potkavinnn antara dua orang yang berlainan kewrvrganngtraanyn, yang aatu warga 
negara Indonosla d/m melangsungkan porkawinan di Indonooia ;. ■ ------—
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_ Menimbang,bahwa olob karena Kantor Uruoan Acamo tid/ik boruedia meloksa- 
jajcan percatatan porkaifinan antara Pemohon dongan calon suaminya yang bukan 
biragOBii islam adaltah dapat dibenarkan, demikian juga Kantor Catatun Sipil 
berkeberatan melaksanakan penoatatan perkawinan tersebut, karena pada dasar
nya pencatatan perkawinan oleh pegawai KuntAr Catatan Sipil adalah khu3ua bn 
gi jwreka yang beragama Kristen. Jadi adalah sangat topat apabila pihnk Kan
tor Catatan SipJ.l menghendaki adanya icin berupa Penotapan dari Pengadilan Ha 
geri Jakarta Selatan --------- —  ----- --------------------- — ---

■■■ Menimbang, bahwa walaupun kedua oalon ponguntin berlainan agama, yang - 
satu beragam islam dan calon suami beragama kristen, tetapi rneroka sudah oa-' 
linc oenyayangi dan bertekad untuk membentuk ruuiah tangga, aaka sepatutnyalah 
permohonan Pemohon ini topat dikabulkan, apalagi masa kini, banyak kehidupan 
runeh tangga layaknya sebagai suami istri tot&pi ternyata hanya hidup bersama 
dalam satu rumah. Oleh karena itu untuk menghindari hal seperti tersebut, maka 
p*rlu diberikan kelonggaran agar bagi mereka yang berbeda agama, yang satu bu
kan beragama Kristan, apabila hendak mencatatkan perkawinan mereka di Kantor 
Catatan Sipil dapat diterima ;. ..—  . . ------ . ------

.»’iiVirtrt—  Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dongan demikian berpendapat, cukup
uk nonberikan izin memcatat&an perkauina Pemohon dengan calon seaninya

---- - Kenimbang, bahwe oleh karena Pemohon beragama Islam, sedaagkon calon s,n
aidnya beragama Kristen yang menghendaki perkawinan dicatatkan di Kantor Cata- 
SLpll, maka ini berarti secara diara - diam Pemohon telah menandukkan diri kejtt 
do hukum oalon suaminya ;. — — ----- ---..... - . --------------------------   ------..... —  ■

—  ■- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - portimbanga tersebut diatas, 
maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat mengabulkan permohonan Penohon , 
ttenberi izin kepada R.R. RIHI ROOSDIARTI untuk molcngsungkan perkawinannya di 
Kantor Catatan Sipil Pemerintah DKI Jakarta ;. — ■ ■ ■ ■ .... — —  ■

— 1—  ■ • Memperhatikan pasal-pasal dari Uhdang-undcng Perkawinan yang berhubungan 
dengan ini ;. .... ■..... .......... .... — — --------------------------------

—  ■ — Kongabulktoi permcihonan Pemohon tersebut d iatas ; . ■■ — - -

-------- Memberi iz in  kepada Pemohon R.R. RIMI KOOSDIARTI untuk melangsungkan per
kiiulnarmya dengan DANIeif. TIICTOH K&TULKSfiY di Kantor Catatan S ip il Pemerintah DKI

ir Catatar Sipil, dengan memperhatikan pasal 7 ayat 3 dan pasal C dari 
m  Perkawinan Campuran ( Regeling o? do gemeng de Cuwelijken ) Staats - 
38 lio. 158 jo pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawi —

K K N K T A ? K A i'
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